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Abstrak 

 
Penelitian ini dilakukan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu Kota Medan, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Efektivitas 

Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan Dalam Rangka Mewujudkan Penertiban 

Pembangunan Di Kota Medan. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode 

deskriptif dengan pengolahan data kualitatif, yaitu metode yang digunakan untuk 

membedah suatu fenomenal dilapangan dan menjabarkan temuan di lapangan. 

Berdasarkan hasil penelitian dari enam key informan diketahui bahwa Efektivitas 

Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan Dalam Rangka Mewujudkan Penertiban 

Pembangunan di Kota Medan sudah efektif namun belum berjalan dengan baik 

yang didasarkan pada kategorisasi seperti adanya transparansi dalam pelayanan 

izin mendirikan bangunan (IMB) yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal 

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) kota Medan sudah tercapai dan 

terlaksana dengan baik, dalam artian semua prosedur dan persyaratan mudah 

dipahami oleh masyarakat dan semua biaya dijelaskan secara detail. Partisipasi  

dalam memberikan pelayanan izin mendirikan bangunan (IMB) sudah terlaksana 

dengan baik meskipun jumlah masyarakat yang mengurus mengalami fase naik 

turun karena kondisi covid-19. Kemudian responsiveness pegawai dalam 

melakukan kegiatan pelayanan izin mendirikan bangunan sudah cukup baik dilihat 

dari keramahan dan keikhlasan pegawai dalam memberi pelayanan, siap 

menanggapi keluhan masyarakat. Selanjutnya untuk assurance pegawai Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) melakukan 

tugasnya sesuai dengan tugas fungsi dan pokok (TUPOKSI) masing-masing dan 

Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditentukan. Adapun hambatan 

dalam melakukan pelayanan disebabkan oleh pelayanan izin mendirikan 

bangunan ini masih di lakukan secara manual, banyak berkas yang harus 

dilengkapi dan melibatkan dua dinas terkait sehingga berdampak pada waktu 

pengurusan yang cukup lama.  

 

Kata Kunci: Efektivitas, Pelayanan Publik, Pelayanan IMB 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pemerintahan yang baik (Good Governance) sebagai bagian agenda 

reformasi pada dasarnya merupakan suatu kondisi ideal yang diharapkan terwujud 

pada setiap aspek pemerintahan yang berinteraksi pada masyarakat. Dalam rangka 

mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa, pemerintah 

dihadapkan pada pelaksanaan tugas yang sangat luas dan kompleks serta memiliki 

hak dan wewenang untuk mengatur kehidupan warga negaranya. Pada dasarnya 

penyelenggaraan pemerintahan mengemban tiga fungsi hakiki, yaitu pelayanan, 

pemberdayaan dan pembangunan.  

Pelayanan publik merupakan segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan 

oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan 

penerima layanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada dasar 

setiap manusia membutuhkan pelayanan, pelayanan tidak dapat dipisahkan dari 

sendi kehidupan manusia. Setiap waktu masyarakat menuntut pelayanan publik 

yang berkualitas dari para pelayan publik, namun pada kenyataannya tuntutan 

tersebut sering tidak sesuai dengan apa yang diharapakan oleh masyarakat.  

Kecenderungan yang terjadi di lapangan para petugas pemberi pelayanan 

masih memposisikan masyarakat sebagai pihak yang “melayani” bukan yang 

dilayani. Hal tersebut menimbulkan dampak buruk terhadap perkembangan 
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kualitas pelayanan publik. Kecenderungan yang sering terjadi dalam proses 

pelayanan publik yaitu persyaratan administrative yang ribet, pelayanan yang 

kurang efisien. 

Pelayanan publik yang sering menjadi sorotan adalah pelayanan publik di 

bidang perizinan. Salah satu bentuk pelayanan publik adalah perizinan mendirikan 

bangunan atau IMB. Persoalan yang kerap terjadi saat ini, bahwa pelayanan 

publik dalam hal mendirikan bangunan masih belum sesuai dengan harapan 

masyarakat. Peningkatan pelayanan bidang perizinan merupakan suatu langkah 

strategis yang perlu dikelola dan dikembangkan secara berencana oleh Pemerintah 

Daerah.  

Izin Mendirikan Bangunan adalah pelayanan perizinan yang diberikan 

oleh pemerintah daerah kabupaten atau kota kepada orang pribadi atau instansi 

untuk mendirikan suatu bangunan. Menurut PERMENDAGRI No. 32 Tahun 2010 

tentang pedoman pemberian izin mendirikan bangunan, dalam BAB II Pasal 3 

disebutkan bahwa adanya IMB berfungsi agar pemerintah dapat mengontrol 

dalam rangka pendataan fisik kota sebagai dasar yang sangat penting bagi 

perencanaaan, pengawasan dan penertiban pembangunan kota yang terarah dan 

sangat bermanfaat bagi pemilik bangunan karena memberikan kepastian hukum 

atas berdirinya bangunan yang bersangkutan dan akan memudahkan bagi pemilik 

bangunan untuk suatu keperluan. 
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Pada dasarnya mendirikan bangunan rumah adalah sebuah perbuatan yang 

berbahaya, hal ini karena bangunan rumah merupakan tempat bagi manusia 

beraktifitas sehari-hari, baik ketika di rumah maupun di kantor. Kriteria bahaya 

tersebut muncul ketika bangunan tersebut memiliki syarat tertentu agar tidak 

roboh dan mencelakai orang di dalam atau di sekitarnya. Berbagai macam usaha 

pembangunan di kota telah dilaksanakan selama ini, namun secara umum 

diketahui pula bahwa di balik hasil pembangunan fisik kota yang menunjang 

kesejahteraan masyarakat, tidak sedikit pula dampak pembangunan yang dirasa 

merugikan kehidupan fisik dan psikis masyarakat. Bangunan didirikan dengan 

syarat pertimbangan dan perhitungan yang matang mengenai bentuk struktur dan 

kekuatan struktur serta kekuatan bahan yang digunakan. Dengan demikian 

bangunan tersebut akan kuat dan tidak rusak/roboh mencelakai orang di 

dalamnya, oleh karena itu perlu peran pemerintah dengan melalui IMB. 

Bergulirnya otonomi daerah, dengan dikeluarkan Undang-Undang Nomor 

23 Tahun 2014 pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintah Daerah maka setiap daerah diberikan kebebasan untuk mengurus dan 

mengatur sendiri urusan pemerintahan demi kepentingan masyarakat setempat, 

termasuk dalam dalam hal pemberian IMB. Selain itu dengan adanya otonomi 

daerah tersebut maka pemerintah daerah juga berwenang untuk mengeluarkan 

IMB yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 

Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi 

dan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota. Atas dasar tersebut Pemerintah Daerah 

Kota Medan mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2015 
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Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dan terkait perizinan dan pelayanan 

diatur dalam Peraturan Walikota Medan Nomor 41 Tahun 2018 Tentang 

Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan. 

Pada hakekatnya dengan adanya proses pengurusan Izin Mendirikan 

Bangunan ini bukan hanya masyarakat yang mendapatkan keuntungan karena 

tanah dan bangunannya mempunyai perlindungan hukum namun pemerintah juga 

mendapatkan keuntungan dari proses pelayanan pengurusan Izin Mendirikan 

Bangunan ini yakni mendapatkan sumber pendapatan daerah. Dengan adanya 

permintaan permohonan izin maka secara tidak langsung pendapatan pemerintah 

akan bertambah karena setiap izin yang dikeluarkan pemohon harus membayar 

retribusi terlebih dahulu. 

Namun fenomena yang terjadi di lapangan yaitu tidak semua masyarakat 

dikota Medan yang telah memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Terdapat 

bangunan-bangunan baik yang sedang dikerjakan ataupun yang telah selesai 

belum memiliki sertifikat Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Terdapat 

ketimpangan dimana masih banyak masyarakat yang merasa tidak perlu mengurus 

surat izin mendirikan bangunan. Yang ditandai dengan naik turunnya masyarakat 

Kota Medan yang  mengurus Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Pada Tahun 2018 

jumlah masyarakat Kota Medan yang mengurus IMB sebesar 1078 selanjutnya 

pada Tahun 2019 sebesar 1261 kemudian selanjutnya pada Tahun 2020 

mengalami penurunan yang sangat signifikan sebesar 946 dan terakhir pada 

Tahun 2021 sampai dengan bulan April sebesar 419. 
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Hal tersebut senada dengan kutipan berita: “Pemerintah Kota Medan saat 

ini gencar menegakkan peraturan daerah, tapi tampaknya tak membuat para 

pemilik bangunan jera. Hal tersebut terlihat masih banyaknya ruko, perumahan 

maupun kos-kosan yang tidak mengantongi Izin Mendirikan Bangunan (IMB).” 

“Banyak persoalan bangunan menyalah dan melanggar aturan di Kota Medan 

sehingga setiap waktu banyak kasus aduan warga terkait bangunan bermasalah. 

Persoalan yang muncul sekarang ini diyakini sudah terjadi bertahun-tahun adalah 

bangun dahulu baru urus IMB.” 

Permasalahan yang terjadi dalam pelayanan izin mendirikan bangunan 

berupa pelayanan aparatur pemerintah yang belum berjalan efektif. Kelemahan 

tersebut antara berupa mekanisme pelayanan yang rumit dan tidak sederhana, 

pelayanan yang kurang efisien, serta masih kurangnya keadilan dalam pemberian 

pelayanan, serta adanya beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pelayanan itu 

sendiri. Kondisi tersebut antara lain dipengaruhi oleh masyarakat, kemampuan 

pegawai, peraturan yang diterapkan, dan fasilitas yang mendukung. Karena 

masyarakat belum merasa puas terhadap pelayanan yang diberikan, sehingga 

berdampak pada masyarakat yang memilih untuk tidak memiliki izin pada saat 

mendirikan bangunan masyarakat yang kurang akan kesadaran hukum dan 

kurangnya kepatuhan terhadap hukum yang berlaku, sehingga terkadang 

masyarakat tak menghiraukan akan adanya IMB tersebut. 
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Berdasarkan latar belakang dan uraian di atas, maka dari itu penulis ingin 

meneliti lebih lanjut dalam bentuk skripsi mengenai “Efektivitas Pelayanan Izin 

Mendirikan Bangunan Dalam Rangka Mewujudkan Penertiban 

Pembangunan Di Kota Medan”  

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah yang 

akan dibahas adalah: “Bagaimana Efektivitas Pelayanan Izin Mendirikan 

Bangunan Dalam Rangka Mewujudkan Penertiban Pembangunan Di Kota 

Medan?”  

1.3      Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui “Bagaimana 

Efektivitas Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan Dalam Rangka Mewujudkan 

Penertiban Pembangunan Di Kota Medan?”  

1.4      Manfaat Penelitian  

Adapun manfaat yang diharapkan penulis dengan dilakukannya penelitian 

ini adalah:  

a) Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan serta 

memperluas wawasan penulis dalam masalah pelayanan izin 

mendirikan bangunan. 
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b) Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumbangan 

pemikiran bagi pengembangan ilmu administrasi publik dalam hal 

pelayanan izin mendirikan bangunan 

c) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi Dinas 

Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Medan 

terkait dalam hal meningkatkan pelayanan yang diberikan kepada 

masyarakat yang datang untuk mengurus perizinan. 

1.5      Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dilakukan secara sistematis, logis dan konsisten agar 

dapat melihat dan mengkaji dari penelitian ini secara teratur dan sistematis, maka 

dibuat sistematika penulisan yang dianggap berkaitan antara satu bab dengan bab 

yang lainnya sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN   

Dalam bab ini yang akan diuraikan  adalah  latar  belakang 

masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian. 

BAB II URAIAN TEORITIS  

Dalam bab ini yang akan diuraikan adalah Pengertian Efektivitas,  

Ukuran Efektivitas, Pengertian Pelayanan, Pengertian Pelayanan 

Publik Publik, Prinsip Pelayanan Publik, Unsur-Unsur Pelayanan 

Publik, Asas-Asas Pelayanan Publik, Efektivitas Pelayanan Publik, 

Standar Pelayanan Publik sebagai Indikator Efektivitas Pelayanan 

PublikPengertian Perizinan, Fungsi dan Tujuan Perizinan, 
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Pengertian Izin Mendirikan Bangunan, Fungsi dan Tujuan Izin 

Mendirikan Bangunan 

BAB III METODE PENELITIAN  

Dalam bab ini yang akan diuraikan adalah Metode Penelitian, 

Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, Kerangka 

Konsep, Defenisi Konsep, Kategorisasi, Key Informan, Lokasi 

Penelitian. 

BAB IV  HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini yang akan diuraikan adalah hasil penelitian, 

deskripsi narasumber, dan analisis hasil wawancara.  

BAB V  PENUTUP  

Dalam bab ini yang akan diuraikan adalah Memuat kesimpulan 

dari hasil penelitian dan saran saran dari hasil penelitian. 
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BAB II 

URAIAN TEORITIS 

2.1 Efektivitas 

2.1.1 Pengertian Efektivitas 

Menurut Kurniawan (2005:109) efektivitas adalah kemampuan 

melaksanakan  tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) dari pada suatu 

organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketengangan diantara 

pelaksananya. Menurut Mahmudi (2007:92) efektivitas merupakan hubungan 

antara output dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) output 

terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau 

kegiatan. Menurut Siagian (2002:171) efektivitas adalah tercapainya berbagai 

sasaran yang telah ditentukan sebelumnya tepat pada waktunya dengan 

menggunakan sumber-sumber tertentu yang sudah dialokasikan untuk melakukan 

berbagai kegiatan. 

Dari beberapa pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa 

efektivitas adalah pokok utama yang menyatakan berhasil tidaknya suatu 

organisasi dalam melaksanakan suatu program atau kegiatan untuk mencapai 

tujuan dan mencapai target-targetnya yang ditentukan sebelumnya. 

2.1.2 Ukuran Efektivitas 

Mengukur efektivitas organisasi bukanlah suatu hal yang sangat 

sederhana, karena efektivitas dapat dikaji dari berbagai sudut pandang dan 

tergantung pada siapa yang menilai serta menginterpretasikannya. Bila dipandang 
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dari sudut produktivitas, maka seorang manajer produksi memberikan pemahaman 

bahwa efektivitas berarti kualitas dan kuantitas (output) barang dan jasa.  

Tingkat efektivitas juga dapat diukur dengan membandingkan antara 

rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Namun, 

jika usaha atau hasil pekerjaan dan tindakan yang dilakukan tidak tepat sehingga 

menyebabkan tujuan tidak tercapai atau sasaran yang diharapkan, maka hal itu 

dikatakan tidak efektif. Adapun kriteria atau ukuran mengenai pencapaian tujuan 

efektif atau tidak, sebagaimana dikemukakan oleh Siagian (2008:77) yaitu: (a) 

kejelasan tujuan yang hendak dicapai, hal ini dimaksudkan supaya karyawan 

dalam pelaksanaan tugas mencapai sasaran yang terarah dan tujuan organisasi 

dapat tercapai; (b) kejelasan strategi pencapaian tujuan, telah diketahui bahwa 

strategi adalah “pada jalan” yang diikuti dalam melakukan berbagai upaya dalam 

mencapai sasaran-sasaran yang ditentukan agar para implementer tidak tersesat 

dalam pencapaian tujuan organisasi (c) proses analisis dan perumusan kebijakan 

yang mantap, berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai dan strategi yang telah 

ditetapkan artinya kebijakan harus mampu menjembatani tujuan-tujuan dengan 

usaha-usaha pelaksanaan kegiatan operasional; (d) perencanaan yang matang, 

pada hakekatnya berarti memutuskan sekarang apa yang dikerjakan oleh 

organisasi dimasa depan; (e) penyusunan program yang tepat suatu rencana yang 

baik masih perlu dijabarkan dalam program-program pelaksanaan yang tepat 

sebab apabila tidak, para pelaksana akan kurang memiliki pedoman bertindak dan 

bekerja; (f) tersedianya sarana dan prasarana kerja, salah satu indikator efektivitas 

organisasi adalah kemamapuan bekerja secara produktif; (g) pelaksanaan yang 



11 
 

 

efektif dan efisien, bagaimanapun baiknya suatu program apabila tidak 

dilaksanakan secara efektif dan efisien maka organisasi tersebut tidak akan 

mencapai sasarannya, karena dengan pelaksanaan organisasi semakin didekatkan 

pada tujuannya; (h) sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik 

mengingat sifat manusia yang tidak sempurna maka efektivitas organisasi 

menuntut terdapatnya sistem pengawasan dan pengendalian. 

2.2 Pengertian Pelayanan  

Menurut Sinambela (2014:5) pelayanan adalah suatu kegiatan atau urutan 

kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung antar seseorang dengan orang lain 

atau mesin secara fisik, dan menyediakan kepuasaan pelanggan. Menurut Moenir 

(2015:27) pelayanan hakikatnya adalah serangkaian kegiatan, karena itu 

merupakan proses. Sebagai proses, pelayanan berlangsung secara rutin dan 

berkesinambungan, meliputi seluruh organisasi dalam masyarakat. Menurut 

Hardiyansah (2011:11) pelayanan dapat diartikan sebagai aktivitas yang diberikan 

untuk membantu, menyiapkan, dan mengurus baik itu berupa barang atau jasa dari 

satu pihak ke pihak lain. 

Dari beberapa pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pelayanan 

adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dengan orang lain dalam rangka 

mencapai tujuan guna mendapatkan kepuasan dalam hal pemenuhan kebutuhan. 
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2.3 Pelayanan Publik 

2.3.1 Pengertian Pelayanan Publik 

Menurut Mahmudi (2007:128) mengatakan bahwa pelayanan publik 

adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara 

pelayanan publik sebagi upaya, pemenuhan kebutuhan publik dan pelaksanaan 

ketentuan peraturan perundang-undangan.  Menurut Sinambela (2014:5) 

pelayanan publik adalah sebagai kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah 

terhadap sejumlah manusia yang memiliki setiap kegiatan yang menguntungkan 

dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun 

hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik. Menurut Juliantara (2005:3) 

pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh 

penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima 

pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan perundang-undangan. Menurut 

Kurniawan (2005:6) mengatakan bahwa pelayanan publik adalah pemberian 

pelayanan (melayani) keperluan orang lain atau masyarakat yang mempunyai 

kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang 

telah ditetapkan. 

Dari beberapa pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pelayanan 

publik adalah suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah untuk 

memenuhi kebutuhan masyarakat atas pelayanan administrasi yang telah 

ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.  
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2.3.2 Prinsip Pelayanan Publik 

Prinsip pelayanan pulik menurut Mahmudi (2007:208) adalah sebagai 

berikut: (a) kesederhanaan prosedur, prosedur pelayanan hendaknya mudah dan 

tidak berbelit-belit. Prinsip “apabila dapat dipersulit mengapa dipermudah” harus 

ditinggalkan dan diganti dengan “hendaknya dipermudah jangan dipersulit; 

bahagiakan masyarakat, jangat ditakut-takuti.” ; (b) kejelasan, dalam hal 

persyaratan teknis dan administratif pelayanan publik; unit kerja/pejabat yang 

berwenang dan bertanggungjawab dalam memberikan pelayanan dan penyelesaian 

keluhan, persoalan, sengketa, atau tuntutan dalam pelaksanaan pelayanan publik; 

serta rincian biaya pelayanan publik dan tata cara pembayarannya. Kejelasannya 

ini penting bagi masyarakat untuk menghindari terjadinya berbagai penyimpangan 

yang merugikan masyarakat, misalnya praktik percaloan dan pungutan liar di luar 

ketentuan yang ditetapkan; (c) kepastian waktu, pelaksanaan pelayanan publik 

dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan. Dalam hal ini harus 

ada kejelasan berapa lama proses pelayanan diselesaikan; (d) akurasi produk 

pelayanan publik, produk pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat 

harus akurat, benar, tepat dan sah; (e) kelengkapan sarana dan prasarana, 

tersedianya sarana dan prasarana kerja, peralatan kerja dan pendukung lainnya 

yang memadai termasuk penyediaan sarana teknologi informasi dan komunikasi; 

(f) keamanan, proses dan produk pelayanan publik memberikan rasa aman dan 

kepastian hukum. Tidak boleh terjadi intimidasi atau tekanan kepada masyarakat 

dalam pemberian pelayanan; (g) tanggung jawab, pimpinan penyelenggara 

pelayanan publik atau pejabat yang ditunjuk bertanggung jawab atas 
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penyelenggaraan pelayanan dan penyelesaian keluhan atau persoalan dalam 

pelaksanaan pelayanan publik; (h) kemudahan akses, tempat dan lokasi serta 

sarana pelayanan yang memadai, mudah dijangkau oleh masyarakat, dan dapat 

memanfaatkan teknologi telekomunikasi dan informatika; (i) kedisiplinan, 

pemberi pelayanan harus bersikap disiplin, sopan dan santun, ramah, serta 

memberikan pelayanan dengan sepenuh hati (ikhlas); (j) kenyamanan, lingkungan 

pelayanan harus tertib, disediakan ruang tunggu yang nyaman, bersih, rapi, 

lingkungan yang indah dan sehat serta dilengkapi dengan fasilitas pendukung 

pelayanan, seperti parker, toilet, tempat ibadah, dan sebagainya. 

Sedangkan menurut Surjadi (2009: 12-13) prinsip-prinsip penyelenggaraan 

pelayanan publik meliputi: (a) kepastian hukum, dimaksudkan adanya peraturan 

perundang-undangan yang menjamin terselenggaranya pelayanan publik sesuai 

dengan kebutuhan dan rasa keadilan masyarakat; (b) keterbukaan, dimaksudkan 

bahwa setiap penerima pelayanan dapat dengan mudah mengakses dan 

memperoleh informasi mengenai pelayanan yang diinginkan; (c) partisipatif, 

dimaksudkan untuk mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan 

pelayanan publik dengan memerhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan 

masyarakat; (d) akuntabilitas, dimaksudkan bahwa proses penyelenggaraan 

pelayanan publik harus dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan; (e) kepentingan umum, dimaksudkan bahwa 

dalam pemberian pelayanan publik tidak boleh mengutamakan kepentingan 

pribadi dan/ atau golongan; (f) profesionalisme, dimaksudkan bahwa aparat 

penyelenggara pelayanan harus memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidang 
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tugasnya; (g) kesamaan hak, dimaksudkan bahwa dalam pemberian pelayanan 

publik tidak diskriminatif dalam arti tidak membedakan suku, ras, agama, 

golongan, gender, dan status ekonomi; (h) keseimbangan hak dan kewajiban 

dimaksudkan bahwa pemenuhan hak harus sebanding dengan kewajiban yang 

harus dilaksanakan baik oleh pemberi maupun penerima layanan. 

2.3.3 Unsur-Unsur Pelayanan Publik 

Menurut Bharata (2004:11) dalam memberikan pelayanan publik harus 

mengandung unsur-unsur sebagai berikut: (a) penyedia layanan, yaitu pihak yang 

dapat memberikan suatu layanan tertentu kepada konsumen, baik berupa layanan 

dalam bentuk penyediaan dan penyerahan barang (goods) atau jasa-jasa (services); 

(b) penerima layanan, yaitu mereka yang disebut sebagai konsumen (costomer) 

atau customer yang menerima berbagai layanan dari penyedia layanan; (c) jenis 

layanan, yaitu layanan yang dapat diberikan oleh penyedia layanan kepada pihak 

yang membutuhkan layanan; (d) kepuasan pelanggan, dalam memberikan layanan 

penyedia layanan harus mengacu pada tujuan utama pelayanan, yaitu kepuasan 

pelanggan. Hal ini sangat penting dilakukan karena tingkat kepuasan yang 

diperoleh para pelanggan itu biasanya sangat berkaitan erat dengan standar 

kualitas barang dan atau jasa yang mereka nikmati. 

Selanjutnya menurut Kasmir (2006:34) mengemukakan ciri-ciri pelayanan 

publik yang baik adalah memiliki unsur-unsur sebagai berikut:  (a) tersedianya 

karyawan yang baik; (b) tersedianya sarana dan prasarana yang baik; (c) 

bertanggung jawab kepada setiap nasabah (pelanggan) sejak awal hingga akhir; 

(d) mampu melayani secara cepat dan tepat; (e) mampu berkomunikasi; (f) 
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memberikan jaminan kerahasiaan setiap transaksi; (g) memiliki pengetahuan dan 

kemampuan baik; (h) berusaha memahami kebutuhan nasabah (pelanggan); (i) 

mampu memberikan kepercayaan kepada nasabah (pelanggan). 

Kesimpulan dari unsur-unsur pelayanan publik menurut para ahli unsur 

kepuasan pelanggan menjadi perhatian penyelenggara pelayanan (pemerintah), 

untuk menerapkan arah kebijakan pelayanan publik yang berorientasi dan 

memuaskan pelanggan. 

2.3.4 Asas-Asas Pelayanan Publik  

Menurut Surjadi (2009:9) untuk memberikan pelayanan yang memuaskan 

bagi masyarakat atau publik, penyelenggara pelayanan harus memenuhi asas-asas 

pelayanan publik sebagai berikut: (a) kepastian hukum; (b) transparan; (c) daya 

tanggap; (d) berkeadilan; (e) efektif dan efisien; (f) tanggung jawab; (g) 

akuntabilitas; (h) tidak menyalahgunakan kewenangan. 

Selanjutnya menurut Ratminto dan Winarsih (2006:245) asas dalam 

penyelenggaraan pelayanan pemerintahan dan perizinan yang harus diperhatikan, 

yaitu: (a) empati dengan customers, pegawai yang melayani urusan perizinan dari 

instansi penyelenggara jasa perizinan harus dapat berempati dengan masyarakat 

pengguna jasa pelayanan; (b) pembatasan prosedur, prosedur harus dirancang 

sependek mungkin, dengan demikian konsep one stop shop benar-benar 

diterapkan; (c) kejelasan tatacara pelayanan, tatacara pelayanan harus didesain 

sesederhana mungkin dan dikomunikasikan kepada masyarakat pengguna jasa 

pelayanan; (d) minimalisasi persyaratan pelayanan, persyaratan dalam mengurus 
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pelayanan harus dibatasi sesedikit mungkin dan sebanyak yang benar-benar 

diperlukan; (e) kejelasan kewenangan, kewenangan pegawai yang melayani 

masyarakat pengguna jasa pelayanan harus dirumuskan sejelas mungkin dengan 

membuat bagan tugas dan distribusi kewenangan; (f) transparansi biaya, biaya 

pelayanan harus ditetapkan seminimal mungkin dan setransparan mungkin; (g) 

kepastian jadwal dan durasi pelayanan, jadwal dan durasi pelayanan juga harus 

pasti, sehingga masyarakat memiliki gambaran yang jelas dan tidak resah; (h) 

minimalisasi formulir, formulir-formulir harus dirancang secara efisien, sehingga 

akan dihasilkan formulir komposit (satu formulir yang dapat dipakai untuk 

berbagai keperluan); (i) maksimalisasi masa berlakunya izin, untuk 

menghindarkan terlalu seringnya masyarakat mengurus izin, maka masa 

berlakunya izin harus ditetapkan selama mungkin; (j) kejelasan hak dan kewajiban 

providers dan curtomers, hak-hak dan kewajiban-kewajiban baik bagi providers 

maupun bagi customers harus dirumuskan secara jelas, dan dilengkapi dengan 

sanksi serta ketentuan ganti rugi; (k) efektivitas penanganan keluhan, pelayanan 

yang baik sedapat mungkin harus menghindarkan terjadinya keluhan. Akan tetapi 

jika muncul keluhan, maka harus dirancang suatu mekanisme yang dapat 

memastikan bahwa keluhan tersebut akan ditangani secara efektif sehingga 

permasalahan yang ada dapat segera diselesaikan dengan baik. 
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2.4     Efektivitas Pelayanan Publik 

2.4.1 Pengertian Efektivitas Pelayanan Publik 

Menurut Beni (2016: 69) efektivitas adalah hubungan antara output dan 

tujuan atau dapat juga dikatakan merupakan ukuran seberapa jauh tingkat output, 

kebijakan dan prosedur dari organisasi. Efektivitas juga berhubungan dengan 

derajat keberhasilan suatu operasi pada sektor publik sehingga suatu kegiatan 

dikatakan efektif jika kegiatan tersebut mempunyai pengaruh besar terhadap 

kemampuan menyediakan pelayanan masyarakat yang merupakan sasaran yang 

telah ditentukan.  

Selanjutnya menurut Mardiasmo (2016: 134) efektivitas adalah ukuran 

berhasil tidaknya pencapaian tujuan suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila 

suatu organisasi mencapai tujuan maka organisasi tersebut telah berjalan dengan 

efektif. Indikator efektivitas menggambarkan jangkauan akibat dan dampak 

(outcome) dari keluaran (Output) program dalam mencapai tujuan program. 

Semakin besar kontribusi output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan atau 

sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi 

Sedangkan pelayanan publik menurut Hardiyansyah (2011:12) pelayanan 

publik adalah melayani keperluan orang atau masyarakat atau organisasi yang 

memiliki kepentingan pada organisasi, sesuai dengan aturan pokok dan tata cara 

yang ditentukan dan ditujukan untuk memberikan kepuasan kepada penerima 

layanan.  Selanjutnya menurut menurut Harbani Pasolong (2007:128) pelayanan 

publik adalah setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap sejumlah 
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manusia yang memiliki setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu 

kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak 

terikat pada suatu produk secara fisik. 

Efektivitas pelayanan adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh 

target ( kuantitas, kualitas, waktu) telah dicapainya. Jadi dapat disimpulkan bahwa 

efektivitas pelayanan adalah pokok utama yang menyatakan berhasil tidaknya 

suatu organisasi dalam melaksanakan suatu program atau kegiatan untuk 

mencapai target-target yang ditentukan sebelumnya.  Salah satu strategi layanan 

yang efektif adalah sumber daya manusia yang diharapkan memiliki sikap, 

perilaku, pengetahuan, dan kemampuan yang mendukung efektivitas realisasi 

strategi layanan. Pelayanan publik dianggap efektif apabila masyarakat 

memperoleh pelayanan dengan mudah dan prosesnya tidak berbelit belit, cepat 

dan memuaskan.  

Sehingga dari beberapa definisi para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa 

efektivitas pelayanan publik adalah tercapainya kegiatan pelayanan yang 

dilaksanakan instansi pemerintah atas pelayanan administrasi untuk memenuhi 

kebutuhan masyarakat. 

2.4.2 Indikator Pelayanan Publik sebagai Efektivitas Pelayanan Publik 

Indikator pelayanan publik merupakan tolak ukur yang telah dibakukan 

dalam penyelenggara pelayanan publik di organisasi-organisasi pelayanan pada 

umumnya yang wajib dilaksanakan oleh pemberi layanan dan wajib diterima oleh 

penerima pelayanan.  
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Menurut Sinambela (2014:7) ada 6 indikator pelayanan publik yaitu: (a) 

transparansi, pelayanan yang bersifat terbuka,mudah dan dapat diakses oleh 

semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah 

dimengerti; (b) akuntabilitas, pelayanan yang dapatdipertanggungjawabkan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (c) kondisional, pelayanan yang 

sesuai dengan kondisidan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan 

tetap berpegangpada prinsip efesien dan efektifitas; (d) partisipasi, pelayanan 

yang dapat mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan 

publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan masyarakat; (e) 

kesamaan hak, pelayanan yang tidak melakukan diskriminasi dilihat dari aspek 

apa pun khususnya suku, ras, agama,golongan, status sosial, dan lain-lain; (f) 

keseimbangan hak dan kewajiban, pelayanan yang mempertimbangkan aspek 

keadilan antara pemberi dan penerima pelayanan publik. 

Selanjutnya menurut Fitzsimmons (Sedarmayanti, 2002:204) lima dimensi 

pelayanan publik yaitu: (a) reliability (kehandalan), kemampuan memberikan 

secara tepat dan benar jenis pelayanan yang telah dijanjikan kepada masyarakat; 

(b) responsiveness (respon/ketanggapan), kesadaran  atau keinginan untuk 

membantu dan memberikan pelayanan yang cepat kepada masyarakat; (c) 

assurance (jaminan), pengetahuan atau wawasan, kesopanan, kesantunan, 

kepercayaan diri dari pemerintah, serta respek kepada masyarakat; (d) empathy 

(empati), kemauan pemerintah untuk melakukan pendekatan, memberikan 

perlindungan, serta berusaha untuk mengetahui keinginan dan kebutuhan 
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masyarakat; (e) tangibles (berwujud), penampilan para pegawai dan fasilitas fisik 

lainnya, seperti peralatan atau perlengkapan yang menunjang pelayanan. 

Indikator Pelayanan Publik inilah yang akan dijadikan sebagai tolak ukur 

efektivitas pelayanan publik pada penelitian ini adalah transparansi, partisipasi, 

tangibles (berwujud),dan  responsiveness (respon/ketanggapan). 

2.5     Perizinan 

2.5.1 Pengertian Perizinan 

Menurut Sutedi (2011:167) perizinan adalah salah satu bentuk pelaksanaan 

fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah 

terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Menurut Helmi 

(2012:26) perizinan diistilahkan dengan lincence, permit (Inggris); vergunning 

(Belanda). Izin hanya merupakan otoritas dan monopoli pemerintah. Tidak ada 

lembaga lain di luar pemerintah yang bisa memberikan izin dan ini berkaitan 

dengan prinsip kekuasaan Negara atas semua sumber daya alam demi kepentingan 

hajat hidup orang banyak. 

Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha 

kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha. Perizinan 

dapat berbentuk pendaftaran, rekomendasi, sertifikasi, penentuan kuota dan izin 

untuk melakukan sesuatu usaha yang biasanya harus dimiliki atau seseorang 

sebelum yang bersangkutan dapat melakukan suatu kegiatan atau tindakan. 
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Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa perizinan adalah 

salah satu alat pemerintah yang bersifat pengendalian untuk mengatur dan 

memberikan legalitas terhadap kegiatan atau perilaku yang dilakukan oleh 

masyarakat.  

2.5.2 Fungsi dan Tujuan Perizinan  

Menurut Sutedi (2011:193) ketentuan tentang perizinan mempunyai fungsi 

mengatur dan menertibkan. Sebagai fungsi mengatur yaitu dimaksudkan agar izin 

atau setia izin tempat-tempat usaha, bangunan dan bentuk kegiatan masyarakat 

lainnya tidak bertentangan satu sama lain, sehingga terciptanya ketertiban dalam 

segi kehiduapan bermasyarakat. Sebagai fungsi mengatur, dimaksudkan bahwa 

perizinan yang ada dapat dilaksanakan sesuai dengan peruntukannya, sehingga 

tidak terdapat penyalahgunaan izin yang telah diberikan, dengan kata lain fungsi 

pengaturan ini dapat disebut juga sebagai fungsi yang dimiliki oleh pemerintah. 

Adapun tujuan perizinan, hal ini tergantung pada kenyataan konkret yang 

dihadapi. Meskipun demikian, secara umum dapatlah disebutkan sebagai berikut: 

(a) keinginan mengarahkan (mengendalikan) aktivitas-aktivitas tertentu; (b) 

mencegah bahaya bagi lingkungan; (c) keinginan melindungi objek-objek 

tertentu; (d) hendak membagi benda-benda yang sedikit; (e) pengarahan, dengan 

menyeleksi orang-orang dan aktivitas, dimana pengurus harus memenuhi syarat 

tertentu. 
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2.6     Izin Mendirikan Bangunan 

2.6.1 Pengertian Izin Mendirikan Bangunan 

Izin mendirikan bangunan adalah perizinan yang diberikan oleh kepala 

daerah kepada pemilik bangunan untuk membangun baru, mengubah, 

memperluas, mengurangi, dan merawat bangunan sesuai dengan persyaratan 

administratif dan persyaratan teknis yang berlaku. 

Izin mendirikan bangunan adalah izin untuk mendirikan bangunan yang 

meliputi kegiatan penelitian tata letak dan desain bangunan, pengawasan 

peIaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana tata ruang yang 

berIaku dan rencana teknis bangunan dengan tetap memperhatikan Koefisien 

Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Luas Bangunan (KLB), Koefisien Ketinggian 

Bangunan (KKB) meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat-syarat 

keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut. 

Izin mendirikan bangunan merupakan salah satu produk hukum untuk 

mewujudkan tatanan tertentu sehingga tercipta ketertibab, keamanan, 

keselamatan, kenyamanan, sekaligus kepastian hukum. Izin mendirikan bangunan 

akan melegalkan suatu bangunan yang direncanakan sesuai dengan tata ruang 

yang telah ditentukan. Selain itu, adanya izin mendirikan bangunan menunjukkan 

bahwa rencana konstruksi bangunan tersebut juga dapat dipertanggungjawabkan 

dengan maksud untuk kepentingan bersama.  
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2.6.2 Fungsi dan Tujuan Izin Mendirikan Bangunan 

Ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan oleh pemerintah mempunyai fungsi 

masing-masing. Begitu pula halnya dengan ketentuan tentang perizinan 

mempunyai fungsi yaitu : (a) sebagai fungsi penertib, dimaksudkan agar izin atau 

setiap izin atau tempattempat usaha, bangunan dan bentuk kegiatan masyarakat 

lainnya tidak bertentangan satu sama lain, sehingga ketertiban dalam setiap segi 

kehidupan masyarakat dapat terwujud; (b) sebagai fungsi pengatur, dimaksudkan 

agar perizinan yang ada dapat dilaksanakan sesuai dengan peruntukannya, 

sehingga terdapat penyalahgunaan izin yang telah diberikan, dengan kata lain, 

fungsi pengaturan ini dapat disebut juga sebagai fungsi yang dimiliki oleh 

pemerintah.  

Menurut Sutedi (2011:200) tujuan izin mendirikan bangunan adalah agar 

bangunan yang didirikan oleh masyarakat dapat tertata dengan baik dan 

memenuhi persyaratan, layak digunakan, dan tidak merusak lingkungan. Upaya 

mewujudkan program pembangunan atau pengembangan kota serta manfaat ruang 

kota secara optimal, seimbang dan serasi agar tercipta kondisi daerah yang tertib 

dan teratur sesuai dengan perda yang berlaku tentang izin mendirikan bangunan. 

2.6.3   Prosedur Izin Mendirikan Bangunan 

 

Menurut Standar Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu Kota Medan, Prosedur Izin Mendirikan Bangunannya sebagai 

berikut: 
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Gambar 2.1 Prosedur izin mendirikan bangunan 
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BAB  III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian  

Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan 

pengolahan data kualitatif, yaitu metode yang digunakan untuk membedah suatu 

fenomenal dilapangan dan menjabarkan temuan di lapangan. Metode deskriptif 

kualitatif hanyalah memaparkan situasi dan peristiwa.  

Menurut Moleong (2010: 4) penelitian kualitatif adalah prosedur 

penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan 

dari orang-orang dan prilaku yang dapat diamati. Penelitian kualitatif bertumpu 

pada latar belakang alamiah secara holistik, memposisikan manusia sebagai alat 

penelitian, melakukan analisis data secara induktif, lebih mementingkan proses 

daripada hasil penelitian yang dilakukan disepakati oleh peneliti dan subjek 

penelitian. 

Sedangkan menurut Nazir (2003: 52) menjelaskan metode deskriptif 

adalah adalah satu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu subjek, 

suatu kondisi, suatu sistem pemikiran atau pun kelas peristiwa pada masa 

sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah membuat deskripsi, 

gambaran atau lukisan secara sistematis serta hubungan antar fenomena yang 

diselidiki. 
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Metode deskriptif dipilih karena penelitian yang dilakukan adalah 

berkaitan dengan peristiwa-peristiwa yang sedang berlangsung dan berkenaan 

dengan kondisi masa sekarang. Penelitian dengan metode ini tidak mencari atau 

menjelaskan hubungan, tidak menguji hipotesis, atau membuat prediksi dan hanya 

menganalisis kebenarannya berdasarkan fakta yang diperoleh. Penelitian kualitatif 

bertujuan untuk mengungkapkan informasi kualitatif sehingga lebih menekankan 

kepada masalah proses dan makna dengan cara mendeskripsikan suatu masalah. 

Penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif yaitu untuk mengetahui atau 

menggambarkan kenyataan dari kejadian yang diteliti sehingga memudahkan 

penulis untuk mendapatkan data yang objektif.  

3.2 Kerangka Konsep  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Kerangka Konsep 

Peraturan Daerah Kota Medan 

Nomor 3 Tahun 2015 Tentang 
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Mewujudkan Penertiban 

Pembangunan 
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3.3      Defenisi Konsep 

Definisi konsep adalah istilah dan definisi yang digunakan untuk 

menggambarkan secara abstrak kejadian keadaan, kelompok atau individu yang 

menjadi pusat perhatian ilmu sosial dan abstrak dari sejumlah karakteristik jumlah 

kejadian, keadaan kelompok atau individu tertentu. Berkaitan dengan hal itu, 

maka dalam penelitian ini, digunakan konsep-konsep sebagai berikut: 

1. Efektivitas adalah pokok utama yang menyatakan berhasil tidaknya suatu 

organisasi dalam melaksanakan suatu program atau kegiatan untuk mencapai 

tujuan dan mencapai target-targetnya yang ditentukan sebelumnya. 

2. Pelayanan adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dengan orang lain 

dalam rangka mencapai tujuan guna mendapatkan kepuasan dalam hal 

pemenuhan kebutuhan. 

3. Pelayanan publik adalah suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh 

pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas pelayanan 

administrasi yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. 

4. Efektivitas pelayanan publik adalah tercapainya kegiatan pelayanan yang 

dilaksanakan instansi pemerintah atas pelayanan administrasi untuk memenuhi 

kebutuhan masyarakat. 

5. Perizinan adalah salah satu alat pemerintah yang bersifat pengendalian untuk 

mengatur dan memberikan legalitas terhadap kegiatan atau perilaku yang 

dilakukan oleh masyarakat.  

6. Izin mendirikan bangunan adalah perizinan yang diberikan oleh kepala daerah 

kepada pemilik bangunan untuk membangun baru, mengubah, memperluas, 
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mengurangi, dan merawat bangunan sesuai dengan persyaratan administratif 

dan persyaratan teknis yang berlaku. 

 

3.4      Kategorisasi Penelitian 

Kategorisasi adalah salah satu dari seperangkat tumpukan yang disusun 

atas dasar pemikiran institusi, pendapat atau kriteria tertentu. Kategorisasi 

menunjukkan bagaimana cara mengukur satu variabel penelitian sehingga 

diketahui dengan jelas apa yang menjadi kategorisasi penelitian pendukung dan 

merupakan proses kegiatan administratif yang dilakukan oleh kebijakan yang 

ditetapkan dan disetujui. Kategorisasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Adanya transparasi dalam pelayanan izin mendirikan bangunan 

b. Adanya partisipasi dalam pelayanan izin mendirikan bangunan  

c. Adanya responsiveness (respon/ketanggapan) dalam pelayanan izin 

mendirikan bangunan 

d. Adanya assurance (jaminan) dalam pelayanan izin mendirikan bangunan 

 

3.5      Key Informan  

Untuk melengkapi data-data yang akan dianalisis secara kualitatif maka 

dalam penelitian ini peneliti menggunakan individu sebagai informan. Adapun 

informan dalam penelitian ini adalah :  
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a. Informan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu   Satu 

Pintu Kota Medan: 

Nama  : Abdullah Syafriendi, ST, M.Si 

Umur  : 40 Tahun 

Jabatan : Kepala Seksi Perizinan Tata Ruang dan Pembangunan 

Nama  : Rizki Irawan, ST 

Umur  : 36 Tahun 

Jabatan : Staf Bidang Tata Ruang, Perhubungan dan Lingkungan 

Hidup  

Nama  : Ibu Lisma Ginting, SH  

Umur  : 52 Tahun 

Jabatan : Teknis pengelola informasi dan pelayanan 

b. Informan dari masyarakat Kota Medan: 

Nama   : Ibu Suciyati, SE 

Umur   : 28 Tahun 

Pekerjaan : Pengusaha 

Nama   : Ibu Namisah 

Umur   : 49 Tahun 

Pekerjaan   : Ibu Rumah Tangga 

Nama   : Bapak Wagimin 

Umur   : 51 Tahun 

Pekerjaan   : Pengusaha 
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3.6      Teknik Pengumpulan Data 

Menurut Sugiyono (2012:224) teknik pengumpulan data merupakan 

langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari 

penelitian adalah mendapatkan data.  

Teknik atau metode pengumpulan data yang penulis gunakan dalam 

penelitian ini ialah Teknik Wawancara, Menurut Nazir (2003:193-194) 

wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk penelitian dengan cara 

tanya jawab, sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si 

penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan interview 

guide (paduan wawancara). Dalam hal ini pengguna menggunakan teknik 

wawancara indepth interview.  

Menurut Sutopo (2006: 72) wawancara mendalam (indepth interview) 

adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya 

jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang 

yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (guide) 

wawancara dimana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial 

yang relatif lama. Adapun kegunaan atau manfaatnya adalah dapat menggali 

informasi yang lengkap dan mendalam mengenai sikap, pengetahuan, dan 

pandangan responden mengenai suatu objek yang sedang diteliti.  Sedangkan 

kelemahan dari wawancara mendalam ini adalah adanya keterikatan emosi antara 

keduanya (pewawancara dan orang yang diwawancarai), untuk itu diperlukan 

kerjasama yang baik antara pewawancara dan yang diwawancarainya.  
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3.7      Teknik Analisis Data  

Menurut Sugiyono (2012: 335), yang dimaksud dengan teknik analisis 

data adalah proses mencari data, menyusun secara sistematis data yang diperoleh 

dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara 

mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, 

melakukan sintesis, menyusun ke dalam pola memilih mana yang penting dan 

yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh 

diri sendiri maupun orang lain. 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 

analisis kategorisasi. Kategorisasi merupakan salah satu tumpukan seperangkat 

yang penyusunannya berdasarkan penggolongan sebagai suatu proses dan hasil 

pengelompokan unsur bahasa dan bagian pengalaman manusia yang digambarkan 

untuk mengungkapkan makna dengan berbagai potensi yang ada. 

Teknik analisis kategorisasi disusun atas dasar pemikiran institusi, 

pendapat atau kriteria tertentu dengan cara mengukur satu variabel penelitian yang 

menjadi kategorisasi penelitian pendukung dan merupakan proses kegiatan 

administratif yang dilakukan oleh kebijakan yang ditetapkan dan disetujui.   

Dalam penelitian ini data yang didapat akan diolah berdasarkan 

kategorisasi yang sudah dibuat. Tiap kategorisasi dibuat berdasarkan teori yang 

ada kemudian dibuat kesimpulan. Dari kesimpulan tiap kategorisasi dijadikan 

sebagai tolak ukur dalam penelitian ini. 
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3.8      Waktu dan Lokasi Penelitian  

Adapun waktu dan lokasi penelitian untuk penelitian ini adalah 24 Maret 

2021 – 03 Mei 2021 di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu Kota Medan yang terletak di Jl. Jenderal Besar A.H. Nasution No.32, 

Pangkalan Masyhur, Kec. Medan Johor, Kota Medan, Sumatera Utara 20143 

Waktu penelitian ini dilaksanakan dari bulan Maret 2021 sampai dengan Mei 

2021. 

3.9 Ringkasan Objek Penelitian 

3.9.1 Informasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu  

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan 

dibentuk pada bulan Februari 2017 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 

Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Instansi ini merupakan peleburan dua 

Badan yang telah melayani sejak tahun 2009, yakni Badan Penanaman Modal dan 

Badan Pelayanan Perizinan Terpadu. Penyatuan dua instansi ini bukanlah secara 

tiba- tiba, sebab sebenarnya telah diisyaratkan secara berangkai oleh Peraturan 

Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, 

Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 hingga Peraturan Presiden Nomor 97 

Tahun 2014. PP No. 18 Tahun 2016 sendiri kemudian diperinci lagi oleh 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 yang mengatur 

nomenklatur dan struktur organisasi DPMPTSP. 
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Sebagai instrumen yang mengurusi bidang penanaman modal dan 

perizinan, DPMPTSP Kota Medan berkewajiban untuk mendorong pertumbuhan 

ekonomi melalui pertumbuhan usaha yang kemudian berdampak pada penyerapan 

tenaga kerja sehingga dapat berkontribusi terhadap kenaikan pendapatan 

perkapita.

Pertumbuhan usaha ditandai dengan investasi sementara Investasi 

merupakan unsur yang berperan penting terhadap pertumbuhan ekonomi. Selain 

pertambahan pedapatan asli daerah, dampak berlapis (multiplier effect) menjadi 

tujuan utama mendatangkan investasi. Multiplier effect itu seperti perekrutan 

karyawan, pasar untuk bahan baku dan barang jadi, penjualan produk-produk 

lokal, hingga usaha- usaha turunan yang ikut menempel di sekitar bisnis 

utamanya, seperti kuliner, advertising, konsultansi, elektronik dan banyak jasa 

lainnya. 

Dalam ekonomi makro, investasi berkorelasi positif terhadap pendapatan 

nasional. Artinya jika investasi naik maka pendapatan nasional cenderung 

naik.Demikian pula sebaliknya. Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 

5,6% pemerintah merilis angka investasi sebesar Rp 800 triliun yang perlu dikejar. 

Hingga triwulan II tahun 2017, nilai investasi secara nasional tercatat sebanyak 

Rp 336.7 triliun dari target BKPM sebesar Rp 678,8 triliun atau telah mencapai 

49,6% (sumber: BKPM). Kota Medan sendiri menyumbang Rp 3,3 triliun 

sepanjang dua triwulan tersebut dengan rincian PMDN Rp 2,5 triliun dan PMA 

Rp 826 miliar. 
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Investasi adalah suatu kegiatan yang terkait dengan banyak faktor. Kami 

memahami bahwa investor tidak hanya melihat tingkat suku bunga, tetapi juga 

faktor infrastruktur, keamanan, gejolak politik dan sosial, kepastian hukum, 

kemudahan berusaha, ketersediaan bahan baku dan energi hingga insentif. Hal-hal 

tersebut justru ditentukan oleh berbagai pihak, mulai dari pemerintah pusat hingga 

kota, TNI-Polri hingga organisasi kemasyarakatan, bahkan masyarakat itu sendiri. 

Mengambil peran sesuai kewenangannya, Pemerintah Kota Medan melalui

DPMPTSP berupaya untuk memberikan kemudahan berusaha. 120 izin kini telah 

dapat dilayani oleh DPMPTSP dengan mekanisme yang lebih mudah, transparan 

dan dalam jaringan (online). DPMPTSP saat ini sedang berbenah diri untuk 

meningkatkan kenyamanan para pelaku usaha dalam berinvestasi dengan 

penyediaan informasi yang lebih lengkap dan pelayanan proses perizinan yang 

lebih prima. 

3.9.2 Visi dan Misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu   Satu 

Pintu Kota Medan 

Visi :  

“Terwujudnya Iklim Investasi yang menarik dan Kondusif dengan 

Dukungan Pelayanan Prima Perizinan dan Penanaman Modal untuk Mewujudkan 

Medan Kota Masa Depan yang Multikultural, Berdaya Saing, Humanis, Sejahtera 

dan Religius”. 

Misi : 

Misi dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

tersebut adalah: 
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a. Meningkatkan daya tarik investasi di Kota Medan. 

b. Meningkatkan realisasi investasi di Kota Medan. 

c. Menciptakan iklim investasi yang menarik dan kondusif. 

d. Meningkatkan pelayanan perizinan dan non-perizinan yang sederhana, 

transparan, tepat waktu dan memiliki kepastian hukum. 

3.9.3 Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Penanaman 

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan 

a) Tugas Pokok Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu Kota Medan 

Tugas pokok Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

(DPMPTSP) adalah membantu WaliKota dalam pelaksanaan urusan pemerintahan 

bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu. 

b) Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Kota Medan 

Fungsi dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu SatuPintu 

(DPMPTSP) adalah: 1) Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang 

penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; 2) Pelaksanaan kebijakan 

urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; 

3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang penanaman 

modal dan pelayanan terpadu satu pintu; 4) Pelaksanaan administrasi Dinas sesuai 

dengan lingkup tugasnya; 5) Pelaksanaan tugas pembantuan berdasarkan atas 

peraturan perundang-undangan; dan 6) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan 

oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya. 
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3.9.4 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat 

Daerah Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Medan dibentuk 

berdasarkan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang tentang 

Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan. Petunjuk pelaksanaan peraturan 

daerah dimaksud adalah Peraturan Wali Kota Medan Nomor 1 Tahun 2017 

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, dan Tata Kerja 

Perangkat Daerah, dimana struktur organisasi Perangkat Daerah dapat dilihat pada 

Susunan organisasi Dinas Penanaman Modal dan PTSP, terdiri atas: 

a) Kepala Dinas: 

b) Sekretaris, membawahkan: 1. Sub bagian umum; 2. Sub bagian 

kepegawaian; dan 3. Sub bagian keuangan. 

c) Bidang Pengolahan Data, perencanaan, dan pengembangan: 1. seksi 

pengolahan data dan informasi; 2. seksi perencanaan; dan 3. seksi 

pemberdayaan usaha. 

d) Bidang Promosi Penanaman Modal: 1. seksi pengembangan promosi 

penanaman modal; 2. seksi pelaksanaan promosi penanaman modal; 

dan3. seksi sarana dan prasarana promosi penanaman modal. 

e) Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, pengaduan 

kebijakan, dan pelaporan layanan: 1. seksi pemantauan dan pembinaan 

pelaksanaan penanaman modal; 2. Seksipengaduan dan informasi 

layanan; dan 3. seksi kebijakan, deregulasi, penyuluhan, dan peningkatan 

layanan. 
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f) Bidang Pelayanan Perizinan Usaha dan Tanda Daftar: 1. Seksi pelayanan 

izin gangguan; 2. seksi pelayanan izin usaha; dan 3. seksi pelayanan tanda 

daftar 

g) Bidang Perizinan Tata Ruang, Perhubungan, dan Lingkungan Hidup: 1. 

seksi perizinan tata ruang dan pembangunan; 2. seksi perizinan 

perhubungan; dan 3. seksi perizinan lingkungan hidup. 

1. Perencanaan program dan kegiatan Bidang dengan mempedomani 

Rencana Umum Kota, RENSTRA dan RENJA Dinas untuk 

terlaksananya sinergitas perencanaan berdasarkan peraturan 

perundang-undangan; 

2. Penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan standar lainnya 

lingkup Bidang untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara 

optimal dan berdasarkan peraturan perundang-undangan; 

3. Pendistribusian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan dan 

penegakan / pemrosesan kedisiplinan pegawai (reward and 

punishment) lingkup Bidang berdasarkan peraturan perundang-

undangan untuk kelancaran tugas; 

4. Pengoordinasian penyusunan konsep kebijakan, pedoman, dan 

petunjuk teknis mengenai pelayanan perizinan tata ruang dan 

pembangunan, perhubungan, dan lingkungan hidup; 

5. Pengoordinasian pemeriksaan administratif dan teknis persyaratan 

pelayanan perizinan tata ruang dan pembangunan, perhubungan, dan 

lingkungan hidup; 
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h) Bidang Perizinan Kesehatan, Ketenagakerjaan dan Perizinan lainnya: 1. 

seksi perizinan petugas kesehatan; 2.seksi perizinan pelayanan kesehatan; 

dan 3. seksi ketenagakerjaan dan lainnya.  

i) Unit Pelaksana Teknis 
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Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2  Struktur Organisasi DMPTSP 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1      Hasil Penelitian 

Bab ini membahas dari menyajikan data yang telah diperoleh dari hasil 

penelitian di lapangan atau dikenal dengan pendekatan kualitatif yaitu data yang 

diperoleh dengan cara tanya jawab atau wawancara dengan narasumber sehingga 

memberikan gambaran yang jelas dan kemudian dapat ditarik suatu kesimpulan 

berdasarkan data yang diperoleh peneliti yang ada di lapangan melalui wawancara 

secara langsung oleh beberapa informan di Dinas Penanaman Modal Dan 

Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Medan terkait dengan Efektivitas 

Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan Dalam Rangka Mewujudkan Penertiban 

Pembangunan di Kota Medan.  

Untuk mendukung perolehan data, selain data primer maka data sekunder 

juga sangat membantu menjelaskan hasil wawancara terutama yang terkait 

dengan tingkat karakteristik jawaban para narasumber. Selanjutnya hasil 

wawancara akan diuraikan secara sistematis. Adapun penyajian data selanjutnya 

dengan langkah- langkah dengan sebagai berikut : 

4.1.1 Deskripsi Narasumber 

Berdasarkan data yang diperoleh melalui wawancara di lapangan terhadap 

narasumber dapat dikelompokkan data-data yang berkaitan dengan kategori 

menurut jenis kelamin, umur dan pendidikan. Sehingga dapat memudahkan dalam 

pendistribusian berdasarkan objek penelitian. 



42  

 

Karakteristik dan jawaban narasumber yang digunakan sebagai sumber 

informasi dan data penelitian ini selanjutnya disajikan secara sistematis 

sebagaimana penjelasan yang akan diuraikan sebagai berikut: 

a. Distribusi Narasumber Berdasarkan Jenis Kelamin 

Narasumber hanya dikelompokkan menjadi dua yaitu narasumber yang 

berjenis kelamin laki-laki dan perempuan. Pada tabel 4.1 berikut disajikan 

persentase untuk masing-masing kategori sebagai berikut: 

Tabel 4.1 

 

Distribusi Narasumber Berdasarkan Jenis Kelamin 

No  Jenis Kelamin Frekuensi Persentase 

1 Laki-Laki 3 50% 

2 Perempuan 3 50% 

 Jumlah 6 100% 

Sumber: Hasil Penelitian 2021 di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu Kota Medan 

Berdasarkan tabel 4.1 diatas dapat dilihat bahwa narasumber memiliki 

perbandingan frekuensi yang berbeda antara laki-laki dan perempuan dengan 

masing-masing persentase 50% dan 50%. 

b. Distribusi Narasumber Berdasarkan Umur 

 

Distribusi narasumber berdasarkan umur dikelompokkan menjadi empat 

kelompok umur yaitu narasumber dengan umur 20-29 tahun, umur 30-39 tahun, 

umur 40-49 tahun dan umur 50-59 tahun. Pada tabel dibawah ini akan dijelaskan 
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frekuensi dan persentase masing-masing kategori umur sebagai berikut: 

Tabel 4.2 

 

Distribusi Narasumber Berdasarkan Umur 

No  Umur  Frekuensi Persentase 

1 20-29 1 10% 

2 30-39 1 10% 

3 40-49 2 40% 

4 50-59 2 40% 

 Jumlah 6 100% 

Sumber: Hasil Penelitian 2021 di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu Kota Medan 

Berdasarkan tabel 4.2 diatas dapat dilihat bahwa mayoritas narasumber 

berusia mulai dari usia 20-29 tahun dengan frekuensi  1 orang atau 10%, usia 30-

39 tahun dengan frekuensi 1 orang atau 10% dan usia 40-49 tahun dengan 

frekuensi sebanyak 2 orang atau 40%  serta usia 50-59 tahun sebanyak 2 orang 

atau 40%. 

c. Distribusi Narasumber Berdasarkan Pendidikan 

 

Narasumber yang akan diwawancara dikategorikan berdasarkan 

pendidikan yang dikelompokkan menjadi tiga kelompok yaitu tingkat SMA, 

tingkat sarjana dan tingkat Pascasarjana. Pada tabel dibawah ini akan dijelaskan 

frekuensi untuk masing-masing sebagai berikut: 
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Tabel 4.3 

Distribusi Narasumber Berdasarkan Pendidikan 

No  Pendidikan Frekuensi Persentase 

1 Sarjana 3 60% 

2 Pascasarjana 1 15% 

3 SMA 2 25% 

 Jumlah 6 100% 

Sumber: Hasil Penelitian 2021 di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu Kota Medan 

Berdasarkan tabel 4.3 dapat dilihat bahwa narasumber memiliki 

perbandingan dengan Serjana frekuensi 3 orang atau 60% dan Pascasarjana 

frekuensi 1 orang atau 15% dan SMA frekuensi 2 orang atau 25% 

4.1.2   Penyajian Data 

Data yang diperoleh berupa hasil wawancara dari narasumber, yaitu 

dengan Bapak Abdullah Syafriendi, ST, M.Si selaku Kepala Seksi Perizinan Tata 

Ruang dan Pembangunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu (DPMPTSP) kota Medan, Bapak Rizki Irawan, ST selaku Staf Bidang Tata 

Ruang, Perhubungan dan Lingkungan Hidup Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) kota Medan, Ibu Lisma Ginting, SH 

selaku teknis pengelola informasi dan pelayanan Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) kota Medan, Ibu Suciyati SE, Ibu 

Namisah dan Bapak Wagimin selaku Masyarakat yang melakukan pengurusan 

Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kota Medan. 
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4.1.3   Deskripsi Hasil Wawancara Berdasarkan Kategorisasi 

a. Adanya Transparansi dalam Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan 

Transparansi artinya pelayanan yang bersifat terbuka, mudah dan dapat 

diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai 

serta mudah dimengerti. 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Kamis 25 Maret 

2021 Pukul 11.00 WIB dengan Bapak Abdullah Syariendi, ST. M. Si selaku 

Kepala Seksi Perizinan Pembangunan dan Tata Ruang Dinas Penanaman Modal 

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) kota Medan, beliau mengatakan : 

bahwa transparansi sudah dilakukan dalam memberikan pelayanan Izin 

Mendirikan Bangunan (IMB). Sebagai pelayan publik yang mengurusi pelayanan 

izin mendirikan bangunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu (DPMPTSP) sudah menjalankan tupoksi seperti menjelaskan apa saja 

syarat-syarat yang diperlukan untuk penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) 

dan biaya yang diperlukan untuk setiap bangunan yang ingin diterbitkan surat 

izinnya. Transparansi sangat perlu untuk dilakukan agar masyarakat yang 

mengurus izin mendirikan bangunan  tidak perlu lagi mondar-mandir untuk 

memperbaiki berkas yang salah dan berkas yang di tolak yang nantinya akan 

berdampak juga pada waktu dan tenaga masyarakat dalam pengurusan Izin 

Mendirikan Bangunan (IMB). Selain itu faktor yang menjadi kendala tentu saja 

dalam mengurus penerbitan izin mendirikan bangunan ini melibatkan dua dinas 

kemudian juga diperlukan surat rekomendasi dari kelurahan setempat hal ini tentu 

saja membuat masyarakat menjadi malas untuk mengurus surat izin mendirikan 
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bangunan. Kemudian faktor lainnya ialah dalam pengurusan izin mendirikan 

bangunan ini belum menggunakan akses internet masyarakat harus datang secara 

langsung ke dinas untuk mengurusnya, belum lagi terkadang antrian yang panjang 

membuat masyarakat jenuh. Hal tersebutlah yang menjadi kendala dalam proses 

transparansi pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Abdullah Syariendi penulis 

menarik kesimpulan bahwa transparansi sudah dilakukan, terlihat dari prosedur 

yang mudah dipahami. Namun ada beberapa kendala dalam melakukan 

transparansi ialah proses pelayanan izin mendirikan bangunan (IMB)  melibatkan 

dua dinas sehingga akan berpengaruh pada lamanya waktu pengurusan kemudian 

juga pelayanan belum menggunakan akses internet. 

Kemudian hasil wawancara yang dilakukan pada hari Kamis 25 Maret 

2021 Pukul 14.00 WIB dengan Bapak Rizki Irawan, ST selaku Staf Bidang Tata 

Ruang, Perhubungan dan Lingkungan Hidup Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) kota Medan, beliau mengatakan: 

bahwa dalam memberikan pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) kepada 

masyarakat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

(DPMPTSP) sudah memberikan pelayanan yang bersifat terbuka dan bisa di akses 

oleh seluruh masyarakat kota medan. Semua persyaratan sudah tertera didalam 

formulir pendaftaran dan bisa di download langsung di website DPMPTSP Kota 

Medan. Dalam melakukan transparansi ini hal yang sangat menjadi kendala dalam 

melakukannya adalah masyarakat yang kurang memahami penggunaan internet. 

Meskipun semua persyaratan sudah ditulis secara jelas didalam formulir jika ada 
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masyarakat yang tidak tau cara membukanya tentu saja banyak berkas yang 

nantinya tidak sesuai. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Rizki Irawan penulis menarik 

kesimpulan bahwa transparansi sudah dilakukan namun belum maksimal. Hal ini 

dikarenakan masyarakat yang kurang memahami internet meskipun semua 

prosedur dan persyaratan sudah disebutkan di dalam formulir pendaftara, jika 

masyarakat yang tidak paham tentu saja banyak berkas yang nantinya tidak sesuai. 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Rabu 31 Maret 

2021 Pukul 12.00 WIB dengan Ibu Lisma Ginting, SH selaku pengelola informasi 

dan pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

(DPMPTSP) Kota Medan, beliau mengatakan bahwa idealnya dalam memberikan 

pelayanan kepada masyarakat haruslah pelayanan yang mudah dimengerti, mudah 

dipahami dan mudah diakses oleh seluruh masyarakat kota medan. Saya sendiri 

selaku pemberi pelayanan khususnya pelayanan izin mendirikan bangunan (IMB), 

menjelaskan dengan sedetail mungkin kepada masyarakat mulai dari 

persyaratannya, berkas-berkas apa saja yang diperlukan, dan biaya yang 

diperlukan dalam mengurus izin mendirikan bangunan (IMB). Hal ini bertujuan 

agar masyarakat tidak memerlukan waktu yang lama untuk memperbaiki berkas-

berkas yang salah ataupun belum lengkap. Selanjutnya faktor yang menjadi 

kendala dalam melakukan transparansi adalah prosedur pengurusan yang panjang 

dan membutuhkan waktu yang lama. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya 

berkas-berkas rekomendasi dinas terkait yang harus dimiliki masyarakat untuk 

proses penerbitan izin mendirikan bangunan. Kemudian juga faktor lainnya 
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pelayanan izin mendirikan bangunan (IMB) masih belum menggunakan akses 

internet sehingga masyarakat harus dating langsung ke dinas untuk mengurus 

penerbitan izin mendirikan bangunan (IMB) dan pengurusannya juga melibatkan 

dua dinas. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Lisma Ginting  penulis menarik 

kesimpulan bahwa transparansi sudah dilakukan dimulai dari prosedur yang 

mudah dipahami dan diakses kemudian juga semua rrincian biaya juga 

disebutkan. Namun transparansi tersebut belum berjalan dengan maksimal 

dikarenakan beberapa faktor salah satunya ialah dalam melakukan pelayanan izin 

mendirikan bangunan (IMB) harus melibatkan dua dinas yang menyebabkan 

waktu yang lama dalam proses pelayanannya. 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Jumat 02 April 

2021 Pukul 11.00 WIB dengan Ibu Suciyati selaku Masyarakat yang melakukan 

pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kota Medan, beliau mengatakan: 

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) sudah 

memberikan pelayanan yang baik dan pengurusan Izin Mendirikan Bangunan 

(IMB) mudah dan tidak terlalu merepotkan, biasa-biasa saja kemudian juga biaya 

disebutkan secara rinci dan tidak ada yang ditutup-tutupi dan terkait persyaratan  

juga sudah tertera di formulir pendaftaran dan bisa di download di website 

DMPTSP kota medan. Dan untuk kendalanya sendiri saya rasa tidak ada dan 

Alhamdulillah berjalan dengan lancar walaupun waktu pengurusannya lama. 
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Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Suciyati  maka penulis menarik 

kesimpulan bahwa masyarakat sudah merasa bahwa transparansi sudah dilakukan 

oleh dinas terlihat dari pemahaman terkait prosedur dan biaya yang disebutkan 

secara rinci. 

Kemudian selanjutnya hasil wawancara yang dilakukan pada hari Senin 05 

April 2021 Pukul 10.00 WIB dengan Ibu Namisah selaku Masyarakat yang 

melakukan pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kota Medan, beliau 

mengatakan: pelayanan yang diberikan dinas sudah cukup baik prosedur dan 

persyaratannya mudah dipahami. Dan untuk kendala dalam pengurusan IMB ini 

adalah berkas-berkas yang banyak kemudian waktu yang lama dan harus 

mendatangi dua dinas untuk penerbitannya membuat repot. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Namisah penulis menarik 

kesimpulan bahwa transparansi sudah dilakukan. Namun masih ada kendala bagi 

masyarakat ialah banyak berkas yang harus dilengkapi kemudian juga melibatkan 

dua dinas sehingga meribetkan mereka. 

Berbeda halnya dengan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Senin 

05 April 2021 Pukul 15.00 WIB dengan Bapak Wagimin selaku Masyarakat yang 

melakukan pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kota Medan, beliau 

mengatakan bahwa: dalam memberikan pelayanan dinas sudah baik apalagi untuk 

saya yang gaptek ini yang tidak tau untuk melihat formulir pendaftaran yang ada 

di internet. Mereka (dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu) 

dengan sabar menjelaskan kepada saya terkait prosedur dan persyaratan apa saja 
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yang harus dilengkapi. Kemudian untuk kendala yang saya hadapi itu ialah untuk 

melengkapi persyaratan banyak sekali persyaratan saya yang salah yang 

menyebabkan saya harus mondar-mandir kemudian inikan dua dinas jadi menurut 

saya itu hal yang repot belum lagi persetujuan kelurahan, memakan banyak waktu. 

seperti misalnya rencana bangunan dan perhitungan kontruksi. Terpaksa saya 

harus datang lagi untuk melengkapinya. Namun untuk keseluruhan sudah bagus. 

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa 

menurut Bapak Wagimin transparansi sudah dilakukan oleh dinas. Meskipun 

menurut beliau persyaratannya ribet kemudian juga harus melibatkan dua dinas 

yang akan memakan banyak waktu pengurusan. 

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat ditarik kesimpulan secara 

keseluruhan bahwa transparansi sudah dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal 

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) kota Medan tetapi belum 

maksimal. Semua prosedur dan persyaratan mudah dipahami oleh masyarakat, 

namun memang persyaratannya terlalu banyak kemudian juga dalam melakukan 

penerbitan izin mendirikan bangunan (IMB) dilakukan oleh dua dinas terkait yaitu 

dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu (DPMPTSP) dan dinas 

perumahan kawasan permukiman dan penataaan ruang (DPKPPR) kemudian juga 

diperlukan surat rekomendasi dari dinas menyebabkan masyarakat enggan untuk 

mengurus izin mendirikan bangunan (IMB). Dan pelayanan izin mendirikan 

bangunan (IMB) juga masih belum menggunakan akses layanan internet, 

masyarakat yang mengurus harus mendatangi langsung dinas terkait. 
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b. Adanya Partisipasi dalam Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan 

Partisipasi artinya pelayanan yang dapat mendorong peran serta 

masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan 

aspirasi, kebutuhan, dan harapan masyarakat. 

Berdasarkan  hasil wawancara yang dilakukan pada hari Kamis 25 Maret 

2021 Pukul 11.00 WIB dengan Bapak Abdullah Syariendi, ST. M. Si selaku 

Kepala Seksi Perizinan Pembangunan dan Tata Ruang Dinas Penanaman Modal 

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) kota Medan, beliau mengatakan : 

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) kota 

Medan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat agar mau mengurus izin 

mendirikan bangunan (IMB) adalah dengan melakukan sosialisasi kesetiap 

kecamatan. Dengan adanya sosialisasi ini diharapkan bisa membuat masyarakat 

paham akan pentingnya surat izin mendirikan bangunan (IMB). Karena setiap 

bangunan yang berdiri di kota medan  harus memiliki izin mendirikan bangunan 

yang tidak hanya berguna untuk pendapatan pemerintah saja tetapi juga penting 

untuk masyarakat agar bangunan yang berdiri memiliki kepastian hukum. Jika 

semakin banyak masyarakat yang sadar akan pentingnya mengurus surat izin 

mendirikan bangunan (IMB) maka pendapatan asli daerah (PAD) akan meningkat 

karena masyarakat yang mengurus tentu saja akan membayar pajak dan dengan 

meningkatnya pendapatan asli daerah (PAD) maka juga akan mendorong kegiatan 

pembangunan di kota Medan. Namun pada kenyataannya masyarakat yang 

mengurus izin mendirikan bangunan mengalami fase naik turun tidak stabil. 
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Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Abdullah Syariendi  penulis 

menarik kesimpulkan bahwa partisipasi sudah dilakukan, terlihat dari sosialisasi 

yang dilakukan dinas untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat akan 

pentingnya izin mendirikan bangunan yang akan berguna untuk peningkatan 

pendapatan asli daerah (PAD) dan penertiban pembangunan. Namun meskipun 

sudah dilakukan sosialisasi masih banyak masyarakat yang belum memahami 

tentang apa dan fungsi dari izin mendirikan bangunan.  

Kemudian hasil wawancara yang dilakukan pada hari Kamis 25 Maret 

2021 Pukul 14.00 WIB dengan Bapak Rizki Irawan, ST selaku Staf Bidang Tata 

Ruang, Perhubungan dan Lingkungan Hidup Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) kota Medan, beliau mengatakan: 

bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam pengurusan IMB setiap tahunnya naik 

turun. Pada tahun 2018 masyarakat yang mengurus IMB sebesar 1078 kemudian 

tahun 2019 sebesar 1261 dan tahun 2020 sebesar 946 dan pada tahun 2021 sampai 

bulan april sebesar 419. Dengan semakin banyaknya masyarakat yang mengurus 

IMB maka juga akan berpengaruh besar terhadap pendapatan asli daerah (PAD) 

dan jika PAD meningkat maka pembangunan di kota medan juga akan semakin 

baik. kemudian strategi yang dilakukan dinas untuk meningkatkan partisipasi 

masyarakat yaitu dengan sosialisasi melalui website DPMPTSP Kota Medan. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Rizki Irawan penulis 

menariik kesimpulan bahwa partisipasi sudah dilakukan. meskipun masyarakat 

yang mengurus izin mendirikan bangunan (IMB) setiap tahunnya mengalami fase 

naik turun. Tetapi dinas sudah berusaha untuk memberikan sosialisasi kepada 
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masyarakat akan pentingnya mengurus izin mendirikan bangunan (IMB). 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Rabu 31 Maret 

2021 Pukul 12.00 WIB dengan Ibu Lisma Ginting, SH selaku pengelola informasi 

dan pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

(DPMPTSP) Kota Medan, beliau mengatakan: Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Medan melakukan sosialisasi ke 

setiap kecamatan di Kota Medan yang bertujuan memberikan pemahaman kepada 

masyarakat terkait izin mendirikan bangunan. Program ini diadakan di Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Medan 

untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat terkait pentingnya 

mengurus surat izin mendirikan bangunan (IMB) sehingga setiap bangunan yang 

berdiri di Kota Medan tidak menyalahi aturan dan penertiban pembangunan juga 

akan terjadi. Dengan adanya partisipasi yang diberikan oleh masyarakat tentunya 

sangat membantu kegiatan pembangunan. Karena dengan semakin banyaknya 

masyarakat yang berpartisipasi dalam pengurusan izin mendirikan bangunan maka 

pendapatan anggaran daerah (PAD) akan meningkat, jika PAD meeningkat maka 

kegiatan pembangunan juga akan meningkat. Pengaruh partisipasi masyarakat 

sangat berpengaruh besar. Karena dengan masyarakat memiliki surat izin 

mendirikan bangunan yang diuntungkan tidak hanya Negara saja tetapi juga 

masyarakat yang akan mendapatkan kepastian hukum atas kepemilikan 

bangunannya. Namun pada kondisi pandemic seperti ini masyarakat yang 

mengurus izin mendirikan bangunan (IMB) semakin menurun. dengan mengurus 

izin mendirikan bangunan itu sudah termasuk bentuk partisipasi masyarakat 
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berarti masyarakat sudah perduli dan sadar akan pentingnya mengurus surat izin 

mendirikan bangunan (IMB) tujuannya agar bangunannya itu tidak bisa 

dirobohkan oleh pemerintah karena memiliki kepastian hukum. Dan semakin 

masyarakat yang mengurus izin mendirikan bangunan (IMB) maka tidak ada lagi 

bangunan di kota medan ini yang menyalahi aturan yang berlaku dan hal ini tentu 

saja akan berpengaruh pada penertiban pembangunan dan juga berpengaruh 

terhadap pendapatan daerah. Masyarakat yang mengurus IMB tentunya akan 

membayar pajak.  

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Lisma Ginting penulis menarik 

kesimpulan bahwa partisipasi sudah dilakukan. strategi yang dilakukan dinas ialah 

sosialisasi yang dilakukan kesetiap kecamatan. Sosialisasi ini bertujuan unttuk 

memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait pentingnya izin mendirikan 

bangunan (IMB) yang tidak hanya berguna untuk pemerintah tetapi juga 

masyarakat yang akan mendapatkan kepastian hukum akan bangunannya. 

Partisipasi masyarakat yang meningkat akan berpengaruh terhadap peningkatan 

pendapatan asli daerah (PAD) dan penertiban pembangunan akan terlaksana. 

Namun partisipasi belum berjalan dengan baik dikarenakan masyarakat yang 

mengurus izin mendirikan bangunan (IMB) mengalami fase naik turun. 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Jumat 02 April 

2021 Pukul 11.00 WIB dengan Ibu Suciyati selaku Masyarakat yang melakukan 

pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kota Medan, beliau mengatakan: 

dengan mengurus surat izin mendirikan bangunan itu menurut saya merupakan 

bentuk partisipasi kita sebagai warga Negara Indonesia yang peduli akan 
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peraturan bahwa setiap bangunan yang kita dirikan memerlukan izin. Menurut 

saya partisipasi masyarakat dalam pengurusan izin mendirikan bangunan ini 

sangat diperlukan tujuannya agar bangunannya itu tidak bisa dirobohkan oleh 

pemerintah karena memiliki kepastian hukum. Dan semakin masyarakat yang 

mengurus izin mendirikan bangunan (IMB) maka tidak ada lagi bangunan di kota 

medan ini yang menyalahi aturan yang berlaku. Dan tentu saja akan berpengaruh 

terhadap kegiatan pembangunan karena dengan mengurus izin mendirikan 

bangunan (IMB) maka akan mengdongkrak pendapatan asli daerah (PAD) 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Suciyati penulis menarik 

kesimpulan bahwa partisipasi masyarakat sudah dilakukan tetapi hanya 

masyarakat-masyarakat tertentu saja maksudnya disini ialah masyarakat yang 

memahami tentang pentingnya izin untuk mendirikan suatu pembanguan yang 

tidak hanya berguna untuk pemerintah tetapi juga masyarakat yang akan 

mendapatkan kepastian hukum terhadap bangunannya. 

Kemudian hasil wawancara pada hari Senin 05 April 2021 Pukul 10.00 

dengan Ibu Namisah selaku Masyarakat yang melakukan pengurusan Izin 

Mendirikan Bangunan (IMB) di Kota Medan, beliau mengatakan: salah satu 

bentuk partisipasi masyarakat yaitu dengan mau mengurus surat izin mendirikan 

bangunan (IMB) kemudian juga memberitahu kepada masyarakat lain kalau 

mengurus surat izin mendirikan bangunan itu sangat penting sehingga bangunan 

yang mereka miliki tidak bisa asal saja dirobohkan karena memiliki kepastian 

hukum. Jika semakin banyak masyarakat yang sadar maka semakin terwujud pula 

penertiban pembangunan di kota Medan karena tidak ada lagi bangunan yang 
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menyalahi aturan. Dan tentu saja akan mendongkrak pendapatan asli daerah 

(PAD) yang akan mendorong kegiatan pembangunan.  

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Namisah penulis menarik 

kesimpulan bahwa belum semua masyarakat berpartisipasi dalam mengurus izin 

mendirikan bangunan (IMB) terlihat dengan rendahnya pengetahuan masyarakat 

tentang izin mendirikan bangunan (IMB). 

Selanjutnya hasil wawancara yang dilakukan pada hari Senin 05 April 

2021 Pukul 15.00 WIB dengan Bapak Wagimin selaku Masyarakat yang 

melakukan pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kota Medan, beliau 

mengatakan: bahwa dengan mengurus izin mendirikan bangunan (IMB) itu berarti 

masyarakat sudah berpartisipasi sudah memiliki kepedulian terhadap peraturan 

yang telah dibuat oleh pemerintah. Namun pada kenyataannya masih banyak 

masyarakat yang belum sadar akan pentingnya surat izin mendirikan bangunan 

(IMB). padahal hal ini sangat berpengaruh besar terhadap pendapatan daerah yang 

berguna untuk mendorong kegiatan pembangunan. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Wagimin penulis menarik 

kesimpulan bahwa masih banyak masyakat yang belum berpartisipasi terhadap 

pentingnya mengurus izin mendirikan bangunan (IMB) masih banyak masyarakat 

yang tidak memiliki pengetahuan tentang apa dan fungsi izin mendirikan 

bangunan (IMB). 

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat ditarik kesimpulan secara 

keseluruhan bahwa partisipasi untuk meningkatkan pengetahuan dan kemauan 

masyarakat agar mau mengurus surat izin mendirikan bangunan (IMB) sudah 
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dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

(DPMPTSP) tetapi belum maksimal hal ini ditandai dengan naik turunnya atau 

tidak stabilnya masyarakat kota medan yang mengurus izin mendirikan bangunan 

(IMB). Pada tahun 2018 masyarakat yang mengurus IMB sebesar 1078 kemudian 

tahun 2019 sebesar 1261 dan tahun 2020 sebesar 946 dan pada tahun 2021 sampai 

bulan april sebesar 419. Masih banyak masyarakat kota medan yang belum 

mengetahui akan pentingnya mengurus izin mendirikan bangunan (IMB). 

Meskipun dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu (DPMPTSP) 

sudah berusaha untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dengan melakukan 

sosialisasi kesetiap kecamatan namun hal tersebut juga belum membuat 

masyarakat sadar akan pentingnya izin mendirikan bangunan (IMB). Kemudian 

juga masih banyak bangunan yang berdiri di kota Medan tidak mengantongi surat 

izin mendirikan bangunan (IMB) dan menyalahi aturan sehingga penertiban 

pembangunan belum maksimal. 

c. Adanya Responsiveness (respon/ ketanggapan) dalam Pelayanan Izin 

Mendirikan Bangunan 

Responsiveness (respon/ketanggapan), kesadaran  atau keinginan untuk 

membantu dan memberikan pelayanan yang cepat kepada masyarakat. 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Kamis 25 Maret 

2021 Pukul 11.00 WIB dengan Bapak Abdullah Syariendi, ST. M. Si selaku 

Kepala Seksi Perizinan Pembangunan dan Tata Ruang Dinas Penanaman Modal 

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) kota Medan, beliau mengatakan : 

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) kota 
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Medan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sudah pasti cepat 

tanggap. Jika terdapat keluhan dan hambatan yang di hadapi oleh masyarakat 

semaksimal mungkin pasti akan dibantu oleh dinas. Prinsip pelayanan sepenuh 

hati kepada masyarakat merupakan kewajiban bagi setiap pelayan publik yang 

tujuannya hanya satu ialah kepuasan masyarakat. Jika masyarakat sudah puas 

terhadap pelayanan yang diberikan dinas maka tercapailah tujuan dari pelayanan 

publik itu sendiri. Dalam memberikan pelayanan sudah cukup baik dilihat dari 

keramahan dan keikhlasan pegawai dalam memberi pelayanan, siap menanggapi 

keluhan masyarakat, namun masih ada pegawai yang belum sepenuhnya bekerja 

dengan maksimal dilihat dari waktu pelayanan yang diberikan belum sesuai. 

Menanggapi setiap keluhan masyarakat dikatakan sudah baik, namun dalam 

penyelesaian masalah yang dikeluhkan masyarakat yang masih perlu adanya 

peningkatan dari segi kecepatan. 

Berdasarkaan hasil wawancara dengan Bapak Abdullah Syariendi penulis 

menarik kesimpulan bahwa responsiveness (respon/ketanggapan) dinas 

penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu (DPMPTSP) kepada 

masyarakat sudah cukup baik ditandai dengan keramahan dan keikhlasan pegawai 

dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat meskipun penyelesaian 

masalah masih diperlukan peningkatan namun secara keseluruhan sudah cukup 

baik. 

Kemudian hasil wawancara yang dilakukan pada hari Kamis 25 Maret 

2021 Pukul 14.00 WIB dengan Bapak Rizki Irawan, ST selaku Staf Bidang Tata 

Ruang, Perhubungan dan Lingkungan Hidup Dinas Penanaman Modal dan 
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Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) kota Medan, beliau mengatakan: 

bahwa idealnya  memberikan pelayanan kepada masyarakat haruslah cepat dan 

tanggap walaupun semua persyaratan sudah tertera di website, sebagai pelayan 

publik jika ada masyarakat yang menghadapi kendala sudah pasti akan dibantu 

semaksimal mungkin. Namun jika di katakan cepat sudah pasti tidak bisa cepat 

karena ada prosedur dan antri juga jadi masyarakat juga harus sabar. Pada intinya 

kami sudah berusaha untuk memberikan pelayanan semaksimal mungkin kepada 

masyarakat dan dengan pelayanan yang maksimal kami berharap itu bisa 

membantu permasalahan yang dihadapi masyarakat. Karena setiap permasalahan 

apapun yang dihadapi masyarakat kami juga akan memberikan solusi kepada 

mereka. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Rizki Irawan penulis menarik 

kesimpulan bahwa responsiveness (respon/ketanggapan) pegawai sudah baik 

dalam memberikan pelayanan ditandai dengan kesabaran pegawai setiap 

menjelaskan persyaratan untuk pengurusan izin mendirikan bangunan (IMB). 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Rabu 31 Maret 

2021 Pukul 12.00 WIB dengan Ibu Lisma Ginting, SH selaku pengelola informasi 

dan pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

(DPMPTSP) Kota Medan beliau mengatakan: bahwa dalam memberikan 

pelayanan kepada masyarakat tentu saja harus dengan prinsip pelayanan sepenuh 

hati. Kami periksa berkas-berkas mereka terlebih dahulu lalu jika ada yang masih 

belum sesuai maka akan kami beritahu kepada masyarakat untuk diperbaiki 

terlebih dahulu. Kami akan memberikan pelayanan sebaik mungkin agar 
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masyarakat merasa puas sehingga nantinya memberikan manfaat diantaranya 

hubungan antara masyarakat dan pemberi layanan menjadi harmonis, sehingga 

menjadi dasar yang baik untuk terciptanya rekomendasi dari mulut ke mulut yang 

menguntungkan bagi pelayan publik. Namun dalam merespon semua keluhan dan 

hambatan masyarakat dalam melakukan pengurusan izin mendirikan bangunan. 

belum bisa dikatakan cepat. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Lisma Ginting penulis menarik 

kesimpulan responsiveness (respon/ketanggapan) pegawai dinas penanaman 

modal dan pelayanan terpadu satu pintu (DPMPTSP) sudah baik ditandai dengan 

kepuasan masyarakat merupakan hal yang paling utama bagi mereka sebagai 

pelayan publik. Sehingga jika masyarakat puas maka akan tercipta rekomendasi 

dari mulut ke mulut yang akan menguntungkan bagi pelayan publik dan 

masyarakat yang mengurus izin mendirikan bangunan (IMB) juga akan semakin 

meningkat.  

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Jumat 02 April 

2021 Pukul 11.00 WIB dengan Ibu Suciyati selaku Masyarakat yang melakukan 

pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kota Medan, beliau mengatakan:  

respon yang diberikan dinas baik mereka memberikan pelayan yang sopan dan 

sabar, respon mereka (dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu) 

jika ada berkas masyarakat yang salah pasti akan langsung mereka bantu tetapi 

menurut saya perlu peningkatan dalam segi kecepatan.  
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Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Suciyati penulis menarik 

kesimpulan bahwa masyarakat puas terhadap responsiveness 

(respon/ketanggapan) pegawai dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu 

satu pintu (DPMPTSP) ditandai dengan kesabaran dan kesopanan pegawai dalam 

memberikan pelayanan kepada masyarakat. 

Kemudian berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Senin 

05 April 2021 Pukul 10.00 WIB dengan Ibu Namisah selaku Masyarakat yang 

melakukan pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kota Medan, beliau 

mengatakan: mereka (dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu) 

memberikan respon yang cukup baik. Mereka memberikan pelayanan semaksimal 

mungkin dalam menghadapi semua keluhan dan kendala yang dihadapi 

masyarakat.  

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Namisah penulis menarik 

kesimpulan bahwa responsiveness (respon/ketanggapan) pegawai dinas 

penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu (DPMPTSP) sudah baik. 

Mereka memberikan pelayanan semaksimal mungkin kepada masyarakat sehingga 

tercapai kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang mereka berikan. 

Selanjutnya hasil wawancara pada hari Senin 05 April 2021 Pukul 15.00 

WIB dengan Bapak Wagimin selaku Masyarakat yang melakukan pengurusan Izin 

Mendirikan Bangunan (IMB) di Kota Medan, beliau mengatakan: menurut saya 

baik seperti saya yang gaptek ini mereka (dinas penanaman modal dan pelayanan 

terpadu satu pintu) dengan teliti dan sabar menjelaskan kepada saya tentang 

persyaratan yang diperlukan untuk mengurus izin mendirikan bangunan (IMB).  
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Mereka sangat bagus dalam memberikan pelayanan dijelaskan dengan rinci oleh 

mereka mulai dari alur prosedur dan persyaratannya. Dan tentu saja sangat 

membantu kendala dan hambatan yang dihadapi masyarakat. 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Wagimin 

penulis menarik kesimpulan bahwa responsiveness (respon/ketanggapan) pegawai 

dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu (DPMPTSP) sudah 

baik. Hal ini terlihat dari kesabaran dan ketelitian pegawai menjelaskan 

persyaratan kepada masyarakat dengan tujuan agar berkas masyarakat tidak lagi 

ada yang ditolak. 

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat ditarik kesimpulan secara 

keseluruhan bahwa responsiveness (respon/ ketanggapan) Dinas Penanaman 

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) kota Medan dalam 

memberikan Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan kepada masyarakat sudah 

terlaksana dengan baik terbukti dengan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan 

yang mereka berikan. Dilihat dari keramahan dan keikhlasan pegawai dalam 

memberi pelayanan, siap menanggapi keluhan masyarakat, namun masih ada 

pegawai yang belum sepenuhnya bekerja dengan maksimal dilihat dari waktu 

pelayanan yang diberikan belum sesuai. Menanggapi setiap keluhan masyarakat 

dikatakan sudah baik, namun dalam penyelesaian masalah yang dikeluhkan 

masyarakat yang masih perlu adanya peningkatan dari segi kecepatan. Namun 

keseluruhannya sudah sangat baik. 
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d. Adanya Assurance (jaminan) dalam Pelayanan Izin Mendirikan 

Bangunan 

Assurance (jaminan), pengetahuan atau wawasan, kesopanan, kesantunan, 

kepercayaan diri dari pemerintah, serta respek kepada masyarakat. 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Kamis 25 Maret 

2021 Pukul 11.00 WIB dengan Bapak Abdullah Syafriendi, ST, M.Si selaku 

Kepala Seksi Perizinan Tata Ruang dan Pembangunan Dinas Penanaman Modal 

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) kota Medan, beliau mengatakan: 

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) sudah 

menempatkan pegawai sesuai dengan kapasitas kemampuan dan pengetahuan 

yang dimiliki. Jadi dalam memberikan pelayanan juga sudah pasti akan sesuai 

dengan tupoksi mereka. Semua prosedur dan persyaratan pasti akan mereka 

jelaskan sesuai dengan apa yang telah menjadi SOP mereka. Kemudian  upaya 

dinas untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan pegawai setiap satu 

tahun sekali melakukan pendidikan dan pelatihan berupa Bimbingan Teknis 

(DIKLAT) kepada para pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Kota Medan hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan 

yang diberikan pegawai kepada masyarakat agar masyarakat puas terhadap 

pelayanan yang diberikan yang juga akan menimbulkan citra yang baik bagi 

pelayan publik. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Abdullah Syafriendi penulis 

menarik kesimpulan bahwa assurance (jaminan) sudah baik hal ini terlihat dari 

pegawai dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu (DPMPTSP) 
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sudah bekerja sesuai dengan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki. 

Kemudian juga untuk meningkatkan kualitas pelayanan diadakan diklat setiap satu 

tahun sekali. 

Kemudian hasil wawancara yang dilakukan pada hari Kamis 25 Maret 

2021 Pukul 14.00 WIB dengan Bapak Rizki Irawan, ST selaku Staf Bidang Tata 

Ruang, Perhubungan dan Lingkungan Hidup Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) kota Medan, beliau mengatakan: 

pegawai dinas ditempatkan sudah sesuai dengan kemampuan dan pengetahuan 

yang dimiliki. Kemudian untuk meningkatkan kualitas pelayanan biasanya setiap 

satu tahun sekali diadakan pendidikan dan pelatihan. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Rizki Irawan penulis menarik 

kesimpulan bahwa assurance (jaminan) sudah terlaksana dengan baik di dinas 

penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu (DPMPTSP) pegawai 

ditempatkan sesuai dengan keahlian yang dimiliki kemudian untuk meningkatkan 

kualitas pelayanan diadakan diklat setiap satu tahun sekali. 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Rabu 31 Maret 

2021 Pukul 12.00 WIB dengan Ibu Lisma Ginting, SH selaku pengelola informasi 

dan pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

(DPMPTSP) Kota Medan beliau mengatakan: rata-rata yang bekerja disini sudah 

sesuai dengan pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki. Kami juga biasanya 

setiap satu tahun sekali mengadakan pendidikan dan pelatihan dengan tujuan 

untuk meningkatkan kualitas pelayanan di Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Medan dengan tujuan agar 
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meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Lisma Ginting penulis menarik 

kesimpulan bahwa assurance (jaminan) sudah terlaksana dengan baik hal ini 

terlihat dari pegawai yang bekerja di dinas sudah sesuai dengan kemampuan dan 

keahlian yang dimiliki.  

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Jumat 02 April 

2021 Pukul 11.00 WIB dengan Ibu Suciyati selaku Masyarakat yang melakukan 

pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kota Medan, beliau mengatakan:  

kemampuannya dinas cukup baik, seperti perhitungan konstruksi yang saya 

berikan ternyata salah sehingga izin tidak dapat dikeluarkan dan mereka 

memberitahu dimana kesalahannya sehingga saya memperbaikinya. Kemudian 

untuk pengetahuan terkait izin mendirikan bangunan (IMB) saya sangat tau izin 

mendirikan bangunan (IMB) ini sangat penting untuk diurus sehingga bangunan 

yang dimiliki memiliki kepastian hukum. saya sangat paham betul bahwa 

bangunan apapun yang berdiri di kota medan memerlukan izin mendirikan 

bangunan karena hal ini bertujuan agar setiap bangunan memiliki kepastian 

hukum dan tidak ada lagi bangunan yang menyalahi aturan di Kota Medan. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Suciyati penulis menarik 

kesimpulan bahwa assurance (jaminan) dinas penanaman modal dan pelayanan 

terpadu satu pintu (DPMPTSP) dalam memberikan pelayanan sudah sesuai 

dengan kemampuan yang dimiliki seperti perhitungan kontruksi yang salah 

mereka tidak hanya menyalahkan saja tetapi juga membantu dan memberikan 

solusi kepada masyarakat. Namun untuk pengetahuan masyarakat terkait apa dan 
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fungsi izin mendirikan bangunan (IMB) hanya beberapa golongan masyarakat saja 

yang mengetahuinya. 

Kemudian jawaban lain berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada 

hari senin 05 April 2021 Pukul 10.00 WIB dengan Ibu Namisah selaku 

Masyarakat yang melakukan pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di 

Kota Medan, beliau mengatakan:  Menurut saya sudah sesuai mereka memberikan 

pelayanan yang baik kepada masyarakat. Menjelaskan dengan rinci terkait 

persyaratan dan jika ada berkas yang tidak sesuai. Seperti saya pribadi yang salah 

gambar bangunan mereka memberitahu letak kesalahan saya. Kemudian terkait 

pengetahuan tentang izin mendirikan bangunan (IMB) saya baru saja tau dari anak 

saya kalau setiap bangunan harus memiliki izin mendirikan bangunan (IMB) saya 

kira hanya bangunan besar saja yang memerlukan izin mendirikan bangunan 

(IMB) ternyata apapun bangunan yang berdiri di kota medan harus memiliki izin 

mendirikan bangunan (IMB).  

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Namisah penulis menarik 

kesimpulan bahwa assurance (jaminan) dinas penanaman modal dan pelayanan 

terpadu satu pintu (DPMPTSP) dalam memberikan pelayanan sudah sesuai 

dengan kemampuan yang dimiliki seperti jika terdapat kesalahan terhadap gambar 

bangunan mereka juga memberikan solusinya. Namun untuk pengetahuan 

masyarakat terkait pentingnya izin mendirikan bangunan (IMB) masih sangatlah 

rendah. Hal ini terlihat dari pemikiran masyarakat yang masih beranggapan bahwa 

izin mendirikan bangunan (IMB) hanya untuk bangunan gedung saja dan rumah 

tidak memerlukan izin mendirikan bangunan (IMB) 
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Selanjutnya terakhir hasil wawancara yang dilakukan pada hari Senin 05 

April 2021 Pukul 15.00 WIB dengan Bapak Wagimin selaku Masyarakat yang 

melakukan pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kota Medan, beliau 

mengatakan: Menurut saya sudah sesuai mereka memberikan pelayanan yang baik 

kepada masyarakat. Menjelaskan dengan rinci terkait persyaratan dan jika ada 

berkas yang tidak sesuai. kemampuannya cukup baik, seperti saya yang berkasnya 

kurang dan ada yang salah mereka dengan sabar menjelaskan kepada saya, jadi 

mereka itu tidak hanya menyalahkan saja tetapi juga menjelaskan dimana letak 

kesalahan saya kemudian juga memberikan solusi kepada saya. menurut saya 

masih banyak masyarakat yang belum memahami tentang izin mendirikan 

bangunan (IMB) seperti untuk apa itu mengurus izin mendirikan bangunan (IMB) 

dan bangunan seperti apa yang memerlukan izin. Saya juga baru mengurus izin 

mendirikan bangunan (IMB) karena saya ingin meminjam dana di bank kalau 

tidak juga saya tidak akan mengurusnya karena tidak tau kegunaan dari izin 

mendirikan bangunan (IMB) itu apa. 

Berddasarkan hasil wawancara dengan Bapak Wagimin penulis menarik 

kersimpulan bahwa assurance (jaminan) dinas penanaman modal dan pelayanan 

terpadu satu pintu (DPMPTSP) dalam memberikan pelayanan sudah sesuai 

dengan kemampuan yang dimiliki. Namun pengetahuan masyakat terkait izin 

mendirikan bangunan masih sangatlah rendah. Hal ini ditandai dengan masyarakat 

mau mengurus izin mendirikan bangunan (IMB) kalau ada kepentingan saja kalau 

tidak ada maka mereka tidak akan mengurus izin mendirikan bangunan (IMB). 

Hal ini berarti dapat kita simpulkan bahwa banyak bangunan yang berdiri dikota 
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medan tidak mengantongi surat izin dan bangunan sudah berdiri baru diurus surat 

izinnya. Padahal seharusnya sebelum bangunan berdiri harus mengurus izin 

mendirikan bangunan (IMB) terlebih dahulu. 

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa assurance 

(jaminan) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

(DPMPTSP) kota Medan dalam memberikan Pelayanan Izin Mendirikan 

Bangunan kepada masyarakat sudah terlaksana dengan baik. Dinas penanaman 

modal dan pelayanan terpadu satu pintu (DPMPTSP) sudah menempatkan 

pegawai sesuai dengan kapasitas kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki. 

Kemudian  upaya dinas untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan 

pegawai setiap satu tahun sekali melakukan pendidikan dan pelatihan berupa 

Bimbingan Teknis kepada para pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Medan. Kepuasan masyarakat adalah suatu 

jaminan yang harus diberikan oleh DPMPTSP Kota Medan dan merupakan faktor 

utama yang harus diperhatikan oleh penyedia pelayanan publik, karena kepuasan 

masyarakat akan menentukan keberhasilan pemerintah dalam menyelenggarakan 

pelayanan publik. 

4.2     Pembahasan  

4.2.1 Analisis Hasil Wawancara 

 Pada sub ini, dari hasil penyajian data yang akan dianalisis dengan tetap 

mengacu kepada hasil interpretasi data tersebut sesuai dengan fokus kajian dalam 

penelitian. Dari seluruh data yang disajikan secara menyeluruh yang diperoleh 

selama penelitian, baik dengan melakukan wawancara kepada informan penelitian 
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yang berkaitan dengan permasalahan yang ingin dijawab yakni tentang efektifitas 

pelayanan izin mendirikan bangunan dalam rangka mewujudkan penertiban 

pembangunan di kota Medan. Berdasarkan hal tersebut penulis melakukan analisis 

berdasarkan wawancara yang penulis lakukan. 

a. Adanya Transparansi dalam Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan 

Transparansi artinya pelayanan yang bersifat terbuka, mudah dan dapat 

diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai 

serta mudah dimengerti. Maka dengan itu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Medan mencantumkan semua prosedur dan 

persyaratan apa saja yang diperlukan dalam pengurusan penerbitan izin 

mendirikan bangunan di dalam website DPMPTSP Kota Medan dengan tujuan 

agar memudahkan masyarakat kota medan memperoleh informasi persyaratan 

melalui formulir pendaftaran yang tertera di website DPMPTSP Kota Medan. 

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dipaparkan diatas dapat 

disimpulkan bahwa dalam hal transparansi Pegawai terkait di Dinas Penanaman 

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan sudah melakukan 

transparansi dalam pelayanan izin mendirikan bangunan (IMB) namun belum 

maksimal. Idealnya transparansi ini sangat diperlukan agar bisa mempermudah 

dan mempersingkat waktu masyarakat dalam pengurusan izin mendirikan 

bangunan mengingat banyak berkas-berkas rekomendasi yang harus dilengkapi 

masyarakat untuk pengurusan izin mendirikan bangunan (IMB). Semua prosedur 

dan persyaratan mudah dipahami oleh masyarakat, namun memang 

persyaratannya terlalu banyak kemudian juga dalam melakukan penerbitan izin 
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mendirikan bangunan (IMB) dilakukan oleh dua dinas terkait yaitu dinas 

penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu (DPMPTSP) dan dinas 

perumahan kawasan permukiman dan penataaan ruang (DPKPPR) kemudian juga 

diperlukan surat rekomendasi dari dinas menyebabkan masyarakat enggan untuk 

mengurus izin mendirikan bangunan (IMB). Dan pelayanan izin mendirikan 

bangunan (IMB) juga masih belum menggunakan akses layanan internet, 

masyarakat yang mengurus harus mendatangi langsung dinas terkait. 

Menurut Hafiz (2005:72) menyatakan bahwa transparansi adalah sebagai 

berikut : keterbukaan dan kejujuran kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan 

bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan 

menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintahan dalam sumber daya yang di 

percayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan. 

Berdasarkan pendapat diatas transparansi dalam pelayanan izin mendirikan 

bangunan yang dilakukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu (DPMPTSP) kota Medan sudah tercapai namun belum terlaksana dengan 

baik. 

b. Adanya Partisipasi dalam Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan 

Partisipasi artinya pelayanan yang dapat mendorong peran serta 

masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan 

aspirasi, kebutuhan, dan harapan masyarakat.  Maka untuk mewujudkan 

partisipasi masyarakat dalam pengurusan izin mendirikan bangunan Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Medan 
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melakukan sosialisasi kesetiap kecamatan dengan tujuan untuk meningkatkan 

partisipasi masyarakat. 

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa partisipasi 

masyarakat dalam pengurusan Izin mendirikan bangunan (IMB) setiap tahunnya 

naik turun. Apalagi pada kondisi covid-19 ini tidak banyak masyarakat yang 

melakukan pengurusan izin mendirikan bangunan. Dengan tingkat pengurusan 

izin mendirikan bangunan yang setiap tahunnya naik turun Dinas Penanaman 

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Medan melakukan 

terobosan dengan membuat sosialisasi kesetiap kecamatan hal ini bertujuan untuk 

memberikan pengetahuan kepada masyarakat bahwa setiap bangunan yang berdiri 

di kota medan harus memiliki izin. Karena dengan semakin banyaknya 

masyarakat yang berpartisipasi dalam pengurusan izin mendirikan bangunan maka 

pendapatan anggaran daerah (PAD) akan meningkat, jika PAD meeningkat maka 

kegiatan pembangunan juga akan meningkat. Namun hal ini juga tidak membuat 

pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan pentingnya izin mendirikan 

bangunan (IMB) terbukti dengan tingkat pengurusan yang naik turun dan tidak 

stabil, pada tahun 2018 masyarakat yang mengurus IMB sebesar 1078 kemudian 

tahun 2019 sebesar 1261 dan tahun 2020 sebesar 946 dan pada tahun 2021 sampai 

bulan april sebesar 419 dan banyak bangunan yang berdiri tidak memiliki izin 

mendirikan bangunan (IMB) sehingga untuk terlaksananya penertiban 

pembangunan masih sulit untuk dilakukan. 
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Menurut Syamsuddin (2007:87) bahwa, “Tanggung jawab masyarakat 

untuk melakukan kontrol terhadap lembaga pemerintah merupakan wujud dari 

partisipasi masyarakat.” Dengan demikian bahwa partisipatif merupakan peran 

serta masyarakat mendorong dalam menyelenggarakan pelayanan publik dengan 

memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat. 

Berdasarkan pendapat diatas partisipasi dalam pelayanan izin mendirikan 

bangunan yang dilakukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu (DPMPTSP) kota Medan sudah tercapai namun belum terlaksana dengan 

baik. 

c. Adanya Responsiveness (respon/ ketanggapan) dalam Pelayanan Izin 

Mendirikan Bangunan 

Responsiveness (respon/ketanggapan), kesadaran  atau keinginan untuk 

membantu dan memberikan pelayanan yang cepat kepada masyarakat. 

Responsiveness yaitu daya tanggap pegawai dalam mendengar keluhan dan 

memberikan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini juga menyangkut pelayanan 

yang diberikan. Daya tanggap yang dimaksud adalah daya tanggap dalam 

menghadapi keluhan dan juga permintaan masyarakat serta kemampuan pegawai 

DPMPTSP Kota Medan dalam memberikan pelayanan izin mendirikan bangunan. 

Ini digunakan untuk menilai seberapa jauh daya tanggap pegawai untuk 

memberikan pelayanan izin mendirikan bangunan. 

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan daya tanggap 

pegawai dalam memberikan pelayanan sudah cukup baik dilihat dari keramahan 

dan keikhlasan pegawai dalam memberi pelayanan, siap menanggapi keluhan 
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masyarakat, namun masih ada pegawai yang belum sepenuhnya bekerja dengan 

maksimal dilihat dari waktu pelayanan yang diberikan belum sesuai. Menanggapi 

setiap keluhan masyarakat dikatakan sudah baik, namun dalam penyelesaian 

masalah yang dikeluhkan masyarakat yang masih perlu adanya peningkatan dari 

segi kecepatan. 

Menurut Tjiptono (2012 : 175) responsiveness (respon/ketanggapan) 

adalah kemampuan penyedia layanan untuk membantu para pelanggan dan 

merespon permintaan mereka dengan segera. Setiap pegawai dalam memberikan 

bentuk-bentuk pelayanan, mengutamakan aspek pelayanan yang sangat 

mempengaruhi perilaku orang yang mendapat pelayanan. Hal ini memerlukan 

adanya penjelasan yang bijaksana, mendetail, membina, mengarahkan dan 

membujuk agar menyikapi segala bentuk-bentuk prosedur dan mekanisme kerja 

yang berlaku dalam suatu organisasi, sehingga bentuk pelayanan mendapat respon 

positif. 

Berdasarkan pendapat diatas responsiveness (respon/ketanggapan) dalam 

pelayanan izin mendirikan bangunan (IMB) yang dilakukan Dinas Penanaman 

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) kota Medan  sudah 

terlaksana dengan baik 

d. Adanya Assurance (jaminan) dalam Pelayanan Izin Mendirikan 

Bangunan 

Assurance (jaminan), artinya pengetahuan atau wawasan, kesopanan, 

kesantunan, kepercayaan diri dari pemerintah, serta respek kepada masyarakat. 
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terdiri atas kemampuan petugas dalam memberikan jaminan (jangka waktu 

penyelesaian), komitmen aparatur dalam memberikan pelayanan sesuai dengan 

standar pelayanan dan adanya standar Operasional prosedur yang memuat alur 

pelayanan dan mekanisme yang dipergunakan dalam pelayanan permohonan 

perizinan. 

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dipaparkan diatas dapat 

disimpulkan bahwa dalam hal assurance Pegawai terkait di Dinas Penanaman 

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan sudah menempatkan 

pegawai sesuai dengan kapasitas kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki. 

Kemudian  upaya dinas untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan 

pegawai setiap satu tahun sekali melakukan pendidikan dan pelatihan berupa 

Bimbingan Teknis kepada para pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu Kota Medan. Kepuasan masyarakat adalah suatu jaminan yang 

harus diberikan oleh DPMPTSP Kota Medan dan merupakan faktor utama yang 

harus diperhatikan oleh penyedia pelayanan publik, karena kepuasan masyarakat 

akan menentukan keberhasilan pemerintah dalam menyelenggarakan pelayanan 

publik. 

Menurut Parasuraman (2001: 69) assurance (jaminan) atas pelayanan yang 

diberikan oleh pegawai sangat ditentukan oleh performance atau kinerja 

pelayanan, sehingga diyakini bahwa pegawai tersebut mampu memberikan 

pelayanan yang handal, mandiri dan profesional yang berdampak pada kepuasan 

pelayanan yang diterima. 
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Berdasarkan pendapat diatas assurance (jaminan) dalam pelayanan izin 

mendirikan bangunan (IMB) yang dilakukan Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) kota Medan  sudah terlaksana dengan 

baik 

4.3    Efektivitas Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan Dalam Rangka 

Mewujudkan Penertiban Pembangunan Di Kota Medan 

Menurut Mardiasmo (2016: 134) efektivitas adalah ukuran berhasil 

tidaknya pencapaian tujuan suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu 

organisasi mencapai tujuan maka organisasi tersebut telah berjalan dengan efektif. 

Menurut Hardiyansyah (2011:12) pelayanan publik adalah melayani 

keperluan orang atau masyarakat atau organisasi yang memiliki kepentingan pada 

organisasi, sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang ditentukan dan 

ditujukan untuk memberikan kepuasan kepada penerima layanan.  

Sehingga dari definisi para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa efektivitas 

pelayanan publik adalah tercapainya kegiatan pelayanan yang dilaksanakan 

instansi pemerintah atas pelayanan administrasi untuk memenuhi kebutuhan 

masyarakat. 

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa Efektivitas 

Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan Dalam Rangka Mewujudkan Penertiban 

Pembangunan Di Kota Medan yang didasarkan pada kategorisasi seperti adanya 

transparansi dalam pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang dilakukan 

oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) 
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Kota Medan sudah melakukan transparansi dalam pelayanan izin mendirikan 

bangunan namun belum terlaksana dengan baik. Pelaksanaan indikator akses 

pelayanan secara terbuka kepada masyarakat bahwa masih kurang dilakukan 

secara terbuka, hal ini terlihat dari pelayanan yang diberikan harus secara 

langsung datang ke kantor, selama ini akses informasi layanan masih belum 

menggunakan akses internet. 

Partisipasi dalam pelayanan izin mendirikan bangunan (IMB) yang 

dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

(DPMPTSP) Kota Medan sudah berusaha untuk meningkatkan partisipasi 

masyarakat agar mau mengurus surat izin mendirikan bangunan dengan 

melakukan sosialisasi kesetiap kecamatan namun hal tersebut juga belum bisa 

meningkatkan partisipasi masyarakat yang di tandai dengan naik turunnya 

masyarakat yang mengurus izin mendirikan bangunan. 

Responsiveness (respon/ ketanggapan) dalam Pelayanan Izin Mendirikan 

Bangunan di Kota Medan Pegawai terkait di Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan sudah cukup baik dilihat dari 

keramahan dan keikhlasan pegawai dalam memberi pelayanan. Namun masih ada 

pegawai yang belum sepenuhnya bekerja dengan maksimal dilihat dari waktu 

pelayanan yang diberikan belum sesuai. Menanggapi setiap keluhan masyarakat 

dikatakan sudah baik, namun dalam penyelesaian masalah yang dikeluhkan 

masyarakat yang masih perlu adanya peningkatan dari segi kecepatan. 
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Assurance (Jaminan) Pegawai terkait di Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan sudah menempatkan pegawai sesuai 

dengan kapasitas kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki. Kemudian  upaya 

dinas untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan pegawai setiap satu 

tahun sekali melakukan pendidikan dan pelatihan berupa Bimbingan Teknis 

kepada para pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Kota Medan. Kepuasan masyarakat adalah suatu jaminan yang harus diberikan 

oleh DPMPTSP Kota Medan dan merupakan faktor utama yang harus 

diperhatikan oleh penyedia pelayanan publik, karena kepuasan masyarakat akan 

menentukan keberhasilan pemerintah dalam menyelenggarakan pelayanan publik. 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1      Simpulan 

Setelah pelaksanaan penelitian berdasarkan hasil wawancara yang telah 

dilakukan, penulis melengkapinya dalam penyajian dan pembahasan, maka 

penulis menyimpulkan bahwa pelayanan izin mendirikan bangunan kepada  para  

masyarakat yang melakukan pengurusan Izin Mendirikan Bangunan Di Dinas 

Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Medan 

sudah berjalan dengan efektif walaupun belum maksimal. Hal ini didasarkan pada 

kategorisasi yang antar lain : 

a. Adanya transparansi pelayanan izin mendirikan bangunan di Kota Medan. 

Pegawai terkait di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu Kota Medan sudah transpran dalam memberikan pelayanan izin 

mendirikan bangunan namun belum terlaksana dengan baik. Pelaksanaan 

indikator akses pelayanan secara terbuka kepada masyarakat bahwa masih 

kurang dilakukan secara terbuka, hal ini terlihat dari pelayanan yang 

diberikan harus secara langsung datang ke kantor, selama ini akses 

informasi layanan masih belum menggunakan akses internet. 

b. Adanya Partisipasi dalam Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan di Kota 

Medan Pegawai terkait di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu Kota Medan sudah berusaha untuk meningkatkan 

partisipasi masyarakat dalam pengurusan izin mendirikan bangunan 

dengan melakukan sosialisasi kesetiap kecamatan. Namun hal ini juga 
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belum membuat masyarakat mau mengurus surat izin mendirikan 

bangunan yang ditandai dengan naik turunnya data masyarakat yang 

mengurus izin mendirikan bangunan setiap tahunnya 

c. Adanya Responsiveness (respon/ ketanggapan) dalam Pelayanan Izin 

Mendirikan Bangunan di Kota Medan Pegawai terkait di Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan sudah 

cukup baik dilihat dari keramahan dan keikhlasan pegawai dalam memberi 

pelayanan, siap menanggapi keluhan masyarakat, namun masih ada 

pegawai yang belum sepenuhnya bekerja dengan maksimal dilihat dari 

waktu pelayanan yang diberikan belum sesuai. 

d. Adanya Assurance (jaminan) dalam Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan 

di Kota Medan Pegawai terkait di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu Kota Medan sudah terlaksana dengan baik ditandai 

dengan pegawai bekerja sesuai dengan kemampuan dan pengetahuan yang 

dimiliki. 

5.2      Saran 

Dari hasil penelitian ini, penulis memberikan saran-saran yang dibutuhkan 

berdasarkan yang penulis alami selama penelitian mengenai Efektivitas Pelayanan 

Izin Mendirikan Bangunan Dalam Rangka Mewujudkan Penertiban Pembangunan  

di Kota Medan sebagai berikut :  
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1. Diharapkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

(DPMPTSP) membuat papan informasi terkait prosedur dan persyaratan 

Izin Mendirikan Bangungan (IMB) dan juga akses informasi layanan 

menggunakan akses internet agar memudahkan masyarakat yang ingin 

mengurus izin mendirikan bangunan. 

2. Diharapkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

(DPMPTSP), lebih mengoptimalkan kinerja dalam memberikan pelayanan 

untuk pengurusan dan pembuatan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) 

sehingga masyarakat mendapatkan pelayanan efektif dan efisien.  

3. Diharapkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

(DPMPTSP), lebih meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat terkait 

dengan pengurusan dan pembuatan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) agar 

pendataan dan pembangunan di kota Medan tertata dengan baik dan 

pemahaman masyarakat kota medan terkait izin mendirikan bangunan 

semakin meningkat 

4. Diharapkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

(DPMPTSP), lebih meningkatkan strategi dalam memberikan pelayanan 

izin mendirikan bangunan dengan sistem jemput bola seperti mendorong 

masyarakat dengan memberikan pengetahuan terkait Izin Mendirikan 

Bangunan (IMB) 



 
 

81 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Abdul Hafiz Tanjung. 2005. Akuntansi, Transparansi, dan Akuntabilitas  

Keuangan Publik. Yogyakarta: BPFE UGM 

Beni, Pekei. 2016. Konsep dan Analisis Efektivitas Pengelolaan Keuangan  

Daerah di Era Otonomi. Buku 1. Jakarta Pusat : Taushia 

Bharata, Atep Adya. 2004. Dasar-dasar Pelayanan Prima. Cetakan kedua.  

Jakarta: Elex Media Komputindo 

Fandy Tjiptono dan Gregorius Chandra. 2012. Service, Quality Satisfaction.  

Jogjakarta: Andi Offset 

Hardiansyah. 2011. Kualitas Pelayanan Publik: Konsep, Dimensi, Indikator dan  

Implementasinya. Yogyakarta: Gaya Media 

Helmi. 2012. Hukum Perizinan Lingkungan Hidup. Jakarta: Sinar Grafika. 

Juliantara, Dadang. 2005. Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah Dalam  

Pelayanan Publik. Yogyakarta: Pembaharuan. 

Kurniawan, A. 2005. Transformasi Pelayanan Publik. Yogyakarta: Pembaruan. 

Mahmudi. 2007. Manajemen Kinerja Sektor publik. Yogyakarta: Unit Penertbit  

Dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN. 

Mardiasmo.2016. Efisiensi dan Efektifitas.Jakarta: Andy 

Moenir. 2015. Manajemen Pelayanan Umum Di Indonesia. Jakarta: PT Bumi  

Aksara. 

Moleong, Lexy J. 2010, Metodologi penelitian kualitatif. Bandung: Remaja  



82 

 

 

Rosdakarya. 

Nazir,M. 2003. Metode Penelitian. Jakarta : Ghalia Indonesia. 

Pasolong, Harbani.2007.Teori Administrasi Publik. Bandung : Alfabeta 

Rahmayanty, Nina. 2010. Manajemen Pelayanan Prima. Yogyakarta: Graha Ilmu. 

Sadhana Kridawati. 2010. Etika Birokrasi Dalam Pelayanan Publik. Malang: CV. 

Citra Malang. 

Sedarmayanti. 2000. Good Governance: Kepemimpinan Yang Baik Dalam 

Rangka Otonomi Daerah Upaya Membangun Organisasi Efektif dan 

Efisien Melalui Restrukturisasi dan Pemberdayaan. Bandung: Mandar 

Maju 

Siagian, Sondang P. 2002. Kiat Meningkatkan Produktivitas Kerja. Jakarta. PT. 

Rineka Cipta. 

Siagian, Sondang P. 2008. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: PT Bumi 

Aksara. 

Sinambela, Litjan Poltak, dkk. 2014. Reformasi Pelayanan Publik. Jakarta: PT 

Bumi Aksara. 

Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&B. Bandung: 

Alfabeta. 

Sutedi, Adrian. 2011. Hukum Perizinan : Dalam Sektor Pelayanan Publik. 

Jakarta: Sinar Grafika. 

Sutopo. 2006. Penelitian Kualitatif: Dasar Teori & Terapannya Dalam 

Penelitian. Surakarta: Universitas Sebelas Maret 

Jurnal: 

A, Parasuraman. 2001. The Behaviorial Consequenses of Service Quality, Jurnal 

of Marketing,Vol 60. 



83 

 

 

Dokumen resmi: 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pengganti Undang-Undang Nomor 32 

Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah  

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan 

Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan 

Pemerintah daerah Kabupaten/Kota.  

Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Retribusi Izin 

Mendirikan Bangunan  

Peraturan Walikota Medan Nomor 41 Tahun 2018 Tentang Pendelegasian 

Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman 

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan. 

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 

Tentang Pedoman Umum Penyelengaraan Pelayanan Publik 

 

Web pages: 

https://medan.tribunnews.com/amp/2019/03/26/pemko-medan-bongkarbangunan-

yang-tak-milik-imb diakses pada tanggal 12 Februari 2021 pada pukul 12.00 WIB 

 

\http://dnaberita.com/2020/02/12/syaiful-ramadhan-ada-yang-tidak-beres-dalam-

pembangunan-di-kota-medan/ diakses pada tanggal 12 Februari 2021 pada pukul 

12.12 WIB 

 

https://qmc.binus.ac.id/2014/10/28/in-depth-interview-wawancara-mendalam/ 

diakses pada tanggal 21 Juni 2021 pada pukul 22.00 WIB 

 

https://www.indofakta.com/news_18735.html diakses pada tanggal 21 Juni 2021 

pada pukul 22.20 WIB

https://medan.tribunnews.com/amp/2019/03/26/pemkomedanbongkarbangunan-yang-tak-milik-imb
https://medan.tribunnews.com/amp/2019/03/26/pemkomedanbongkarbangunan-yang-tak-milik-imb
http://dnaberita.com/2020/02/12/syaiful-ramadhan-ada-yang-tidak-beres-dalam-pembangunan-di-kota-medan/
http://dnaberita.com/2020/02/12/syaiful-ramadhan-ada-yang-tidak-beres-dalam-pembangunan-di-kota-medan/
https://qmc.binus.ac.id/2014/10/28/in-depth-interview-wawancara-mendalam/
https://www.indofakta.com/news_18735.html


 

  

 



 

  

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

DRAFT WAWANCARA 

Efektivitas Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan Dalam Rangka 

Mewujudkan Penertiban Pembangunan Di Kota Medan 

Nama    : Abdullah Syafriendi, ST, M.Si  

Jenis Kelamin   : Laki-laki  

Umur    : 40 Tahun  

Jabatan   : Kepala Seksi Perizinan Tata Ruang dan Pembangunan 

a. Adanya transparasi dalam pelayanan izin mendirikan bangunan 

1. Apakah dalam memberikan pelayanan izin mendirikan bangunan Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sudah bersifat 

transparansi kepada masyarakat di Kota Medan? 

Jawab: sudah transparan, semua alur prosedur dan persyaratan dijelaskan 

secara detail. Kami sebagai pelayan publik yang mengurusi bidang 

perizinan berusaha dengan semaksimal mungkin untuk transparan kepada 

masyarakat termasuk menyebutkan berapa biaya yang diperlukan untuk 

menerbitkan surat izin mendirikan bangunan.  

2. Apakah transparansi perlu dilakukan dalam pelaksanaan pelayanan izin 

mendirikan bangunan ?  

Jawab: tentu saja sangat perlu untuk dilakukan karena hal ini bertujuan 

agar masyarakat itu tidak perlu mondar-mandir untuk melengkapi 

persyaratan dan tidak ada lagi berkas-berkas yang di tolak atau berkas 



 

  

yang tidak sesuai yang juga akan berdampak agar mempersingkat waktu 

masyarakat dalam pengurusan penerbitan izin mendirikan bangunan. 

3. Apa saja faktor yang menjadi kendala terhadap proses transparansi 

pelaksanaan pelayanan izin mendirikan bangunan di Kota Medan ?  

Jawab: faktor yang menjadi kendala tentu saja dalam mengurus 

penerbitan izin mendirikan bangunan ini melibatkan dua dinas kemudian 

juga diperlukan surat rekomendasi dari kelurahan setempat hal ini tentu 

saja membuat masyarakat menjadi malas untuk mengurus surat izin 

mendirikan bangunan. Kemudian faktor lainnya ialah dalam pengurusan 

izin mendirikan bangunan ini belum menggunakan akses internet 

masyarakat harus datang secara langsung ke dinas untuk mengurusnya, 

belum lagi terkadang antrian yang panjang membuat masyarakat jenuh. 

b. Adanya partisipasi dalam pelayanan izin mendirikan bangunan  

1. Bagaimana strategi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu untuk membangkitkan partisipasi masyarakat dalam 

penyelenggaraan pelayanan izin mendirikan bangunan ?  

Jawab: terkait strategi kami membuat sosialisasi kesetiap kecamatan 

tentang pentingnya surat izin mendirikan bangunan karena setiap 

bangunan yang berdiri di kota medan membutuhkan izin. Selain berguna 

untuk pemerintah surat izin mendirikan bangunan juga berguna untuk 

masyarakat karena akan memberikan kepastian hukum terhadap bangunan 

yang berdiri. 



 

  

2. Apakah partisipasi yang diberikan masyarakat dapat membantu kegiatan 

pembangunan ?  

Jawab: tentu saja partisipasi masyarakat sangat diperlukan dalam 

mengurus izin mendirikan bangunan. karena masyarakat yang mengurus 

surat izin mendirikan bangunan sudah pasti akan membayar pajak, dengan 

masyarakat membayar pajak terhadap bangunannya maka pendapatan asli 

daerah (PAD) juga akan meningkat dan hal inilah yang membuat 

pembangunan di daerah itu terjadi. 

3. Seberapa besar partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan proses 

penerbitan izin mendirikan bangunan ?  

Jawab: partisipasi masyarakat setiap tahunnya mengalami fase naik turun. 

Apalagi pada masa pandemic seperti sekarang ini jumlah masyarakat yang 

mengurus surat izin mendirikan bangunan semakin menurun.  

c. Adanya responsiveness (respon/ketanggapan) dalam pelayanan izin 

mendirikan bangunan 

1. Bagaimana respon dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu 

jika ada masyarakat yang ingin mengurus izin mendirikan bangunan, 

apakah langsung diberikan pelayanan atau bagaimana ? 

Jawab:  sudah pasti akan kami berikan pelayanan semaksimal mungkin, 

mulai dari menjelaskan prosedur dan persyaratan yang harus dipenuhi 

untuk penerbitan izin mendirikan bangunan. Prinsip layanan sepenuh hati 

selalu kami terapkan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, 

karena jika masyarakat puas terhadap pelayanan yang kami berikan pasti 



 

  

akan banyak juga masyarakat yang mau mengurus izin mendirikan 

bangunan 

2. Apakah dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu cepat 

dan tanggap dalam memberikan bantuan kepada masyarakat jika terdapat 

hambatan dalam pengurusan izin mendirikan bangunan ? 

Jawab: tentu saja kami berusaha untuk selalu merespon semua keluhan 

dan hambatan masyarakat dalam melakukan pengurusan izin mendirikan 

bangunan. Namun masih ada pegawai yang belum sepenuhnya bekerja 

dengan maksimal dilihat dari waktu pelayanan yang diberikan belum 

sesuai. Menanggapi setiap keluhan masyarakat dikatakan sudah baik, 

namun dalam penyelesaian masalah yang dikeluhkan masyarakat yang 

masih perlu adanya peningkatan dari segi kecepatan. 

3. Apakah pelayanan yang diberikan dinas penanaman modal dan pelayanan 

terpadu satu pintu mendukung kebutuhan atau dapat membantu 

permasalahan masyarakat ? 

Jawab: memberikan pelayanan kepada masyarakat merupakan kewajiban 

bagi kami maka kami akan memberikan kemampuan kami semaksimal 

mungkin untuk memberikan solusi kepada mereka terkait permasalahan 

yang mereka alami. 

d. Adanya assurance (jaminan) dalam pelayanan izin mendirikan bangunan 

1. Apakah pegawai dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu 

sudah melaksanakan pelayanan izin mendirikan bangunan sesuai dengan 

pengetahuan yang dimilikinya ? 



 

  

Jawab:  dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu 

(DPMPTSP) menempatkan pegawai sudah sesuai dengan tingkat 

kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki. Jadi dalam memberikan 

pelayanan juga sudah pasti akan sesuai dengan tupoksi mereka. Semua 

prosedur dan persyaratan pasti akan mereka jelaskan sesuai dengan apa 

yang telah menjadi SOP mereka. 

2. Bagaimana upaya dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu 

pintu untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan pegawai dalam 

rangka meningkatkan pelayanan izin mendirikan bangunan ? 

Jawab: upaya dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu 

(DPMPTSP) untuk meningkatkan kemampuan pegawai adalah dengan 

diakan pendidikan dan pelatihan (DIKLAT)  dengan diadakannya diklat 

ini harapannya adalah kemampuan pegawai dalam memberikan 

pelayananan akan semakin baik sehingga tercapai kepuasan masyarakat 

yang merupakan hal yang paling penting bagi pelayan publik 

3. Berapa kali pelatihan dan pendidikan bagi pegawai untuk meningkatkan 

pengetahuan nya dalam memberikan pelayanan izin mendirikan bangunan 

? 

Jawab: biasanya diklat dilakukan satu tahun sekali 

 

 

 



 

  

DRAFT WAWANCARA 

Efektivitas Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan Dalam Rangka 

Mewujudkan Penertiban Pembangunan Di Kota Medan 

Nama    : Rizki Irawan, ST 

Jenis Kelamin   : Laki-laki  

Umur    : 36 Tahun  

Jabatan   : Staf Bidang Tata Ruang, Perhubungan dan Lingkungan 

Hidup 

a. Adanya transparasi dalam pelayanan izin mendirikan bangunan 

1. Apakah dalam memberikan pelayanan izin mendirikan bangunan Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sudah bersifat 

transparansi kepada masyarakat di Kota Medan? 

Jawab: sudah transparan, semua alur prosedur dan persyaratan dijelaskan 

secara detail. Dan juga masyarakat bisa mendownload formulirnya 

pendaftarannya di website DPMPTSP Kota Medan. 

2. Apakah transparansi perlu dilakukan dalam pelaksanaan pelayanan izin 

mendirikan bangunan ?  

Jawab: tentu saja hal ini sangat perlu dilakukan agar masyarakat percaya 

terhadap pelayanan yang kami berikan bahwa didalamnya tidak ada unsur 

pungli 

3. Apa saja faktor yang menjadi kendala terhadap proses transparansi 

pelaksanaan pelayanan izin mendirikan bangunan di Kota Medan ?  



 

  

Jawab: faktor yang menjadi kendala tentu saja berkas-berkas rekomendasi 

yang harus dimiliki masyarakat. Dalam pengurusan IMB melibatkan dua 

dinas yang harus didatangi oleh masyarakat. 

b. Adanya partisipasi dalam pelayanan izin mendirikan bangunan  

1. Bagaimana strategi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu untuk membangkitkan partisipasi masyarakat dalam 

penyelenggaraan pelayanan izin mendirikan bangunan ?  

Jawab: terkait strategi kami membuat sosialisasi melalui webpages 

DPMPTSP Kota Medan 

2. Apakah partisipasi yang diberikan masyarakat dapat membantu kegiatan 

pembangunan ?  

Jawab: tentu saja partisipasi masyarakat sangat diperlukan dalam 

mengurus izin mendirikan bangunan yang akan berdampak pada kegiatan 

pembangunan 

3. Seberapa besar partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan proses 

penerbitan izin mendirikan bangunan ?  

Jawab: partisipasi masyarakat setiap tahunnya mengalami fase naik turun. 

Pada tahun 2018 masyarakat yang mengurus IMB sebesar 1078 kemudian 

tahun 2019 sebesar 1261 dan tahun 2020 sebesar 946 dan pada tahun 2021  

sampai bulan april sebesar 419  

 

 

 



 

  

c. Adanya responsiveness (respon/ketanggapan) dalam pelayanan izin 

mendirikan bangunan 

1. Bagaimana respon dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu 

jika ada masyarakat yang ingin mengurus izin mendirikan bangunan, 

apakah langsung diberikan pelayanan atau bagaimana ? 

Jawab:  sudah pasti akan kami berikan pelayanan semaksimal mungkin, 

kami akan senang jika ada masyarakat yang mengurus izin mendirikan 

bangunan (IMB) hal ini berarti masyarakat semakin sadar akan pentingnya 

surat izin mendirikan bangunan (IMB) 

2. Apakah dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu cepat 

dan tanggap dalam memberikan bantuan kepada masyarakat jika terdapat 

hambatan dalam pengurusan izin mendirikan bangunan ? 

Jawab: tentu saja kami berusaha untuk selalu merespon semua keluhan 

dan hambatan masyarakat dalam melakukan pengurusan izin mendirikan 

bangunan. hanya saja belum bisa dikatakan cepat. 

3. Apakah pelayanan yang diberikan dinas penanaman modal dan pelayanan 

terpadu satu pintu mendukung kebutuhan atau dapat membantu 

permasalahan masyarakat ? 

Jawab: kami sudah berusaha untuk memberikan pelayanan semaksimal 

mungkin kepada masyarakat dan dengan pelayanan yang maksimal kami 

berharap itu bisa membantu permasalahan yang dihadapi masyarakat. 

Karena setiap permasalahan apapun yang dihadapi masyarakat kami juga 

akan memberikan solusi kepada mereka. 



 

  

d. Adanya assurance (jaminan) dalam pelayanan izin mendirikan bangunan 

1. Apakah pegawai dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu 

sudah melaksanakan pelayanan izin mendirikan bangunan sesuai dengan 

pengetahuan yang dimilikinya ? 

Jawab:  dalam menempatkan pegawai kita tidak asal saja, semua pegawai 

ditempatkan sudah pasti sesuai dengan kemampuan dan pengetahuan yang 

dimiliki  

2. Bagaimana upaya dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu 

pintu untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan pegawai dalam 

rangka meningkatkan pelayanan izin mendirikan bangunan ? 

Jawab: upaya dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu 

(DPMPTSP) untuk meningkatkan kemampuan pegawai adalah dengan 

diakan pendidikan dan pelatihan (DIKLAT)   

3. Berapa kali pelatihan dan pendidikan bagi pegawai untuk meningkatkan 

pengetahuan nya dalam memberikan pelayanan izin mendirikan bangunan 

? 

Jawab: biasanya diklat dilakukan satu tahun sekali 

 

 

 

 

 



 

  

DRAFT WAWANCARA 

Efektivitas Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan Dalam Rangka 

Mewujudkan Penertiban Pembangunan Di Kota Medan 

Nama    : Lisma Ginting, SH  

Jenis Kelamin   : Perempuan  

Umur    : 52 Tahun  

Jabatan   : Teknis Pengelola Informasi dan Pelayanan 

a. Adanya transparasi dalam pelayanan izin mendirikan bangunan 

1. Apakah dalam memberikan pelayanan izin mendirikan bangunan Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sudah bersifat 

transparansi kepada masyarakat di Kota Medan? 

Jawab: kalau soal transparan, semua disini di buka dengan jelas. Mulai 

dari prosedur, persyaratan bahkan biaya yang diperlukan.  

2. Apakah transparansi perlu dilakukan dalam pelaksanaan pelayanan izin 

mendirikan bangunan ?  

Jawab: transparansi sangat perlu untuk dilakukan karena hal ini bertujuan 

agar masyarakat itu tidak perlu mondar-mandir untuk melengkapi 

persyaratan dan tidak ada lagi berkas-berkas yang di tolak atau berkas 

yang tidak sesuai yang juga akan berdampak agar mempersingkat waktu 

masyarakat dalam pengurusan penerbitan izin mendirikan bangunan. 

kemudian juga transparansi ini diperlukan untuk meminimalisir kecurigaan 

masyarakat terhadap pelayan publik. 



 

  

3. Apa saja faktor yang menjadi kendala terhadap proses transparansi 

pelaksanaan pelayanan izin mendirikan bangunan di Kota Medan ?  

Jawab: faktor yang menjadi kendala tentu saja karena dalam mengurus 

penerbitan izin mendirikan bangunan ini melibatkan dua dinas kemudian 

juga diperlukan surat rekomendasi dari kelurahan setempat hal ini tentu 

saja membuat masyarakat menjadi malas untuk mengurus surat izin 

mendirikan bangunan. kemudian faktor lainnya ialah dalam pengurusan 

izin mendirikan bangunan ini belum menggunakan akses internet 

masyarakat harus datang secara langsung ke dinas untuk mengurusnya, 

belum lagi terkadang antrian yang panjang membuat masyarakat jenuh. 

b. Adanya partisipasi dalam pelayanan izin mendirikan bangunan  

1. Bagaimana strategi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu untuk membangkitkan partisipasi masyarakat dalam 

penyelenggaraan pelayanan izin mendirikan bangunan ?  

Jawab: kalau soal strategi untuk membangkitkan partisipasi masyarakat 

agar mau mengurus surat izin mendirikan bangunan kami membuat 

sosialisasi kesetiap kecamatan dengan memberikan  pengetahuan kepada 

masyarakat bahwa pentingnya mengurus izin mendirikan bangunan agar 

bangunan yang mereka dirikan memiliki kepastian hukum dan 

memberikan pengetahuan kepada masyarakat bahwa setiap bangunan yang 

berdiri di kota medan harus memiliki izin. 

2. Apakah partisipasi yang diberikan masyarakat dapat membantu kegiatan 

pembangunan ?  



 

  

Jawab: partisipasi masyarakat ini sangat-sangat diperlukan semakin 

banyak masyarakat yang mengurus izin mendirikan bangunan maka 

kegiatan pembangunan daerah akan terlaksana dan semakin tidak ada lagi 

bangunan yang tidak sesuai aturan sehingga penertiban pembangunan juga 

akan terlaksana 

3. Seberapa besar partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan proses 

penerbitan izin mendirikan bangunan ?  

Jawab: kalau untuk partisipasi masyarakat sekarang ini semakin menurun 

mungkin karena sedang dalam kondisi pandemic.  

c. Adanya responsiveness (respon/ketanggapan) dalam pelayanan izin 

mendirikan bangunan 

1. Bagaimana respon dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu 

jika ada masyarakat yang ingin mengurus izin mendirikan bangunan, 

apakah langsung diberikan pelayanan atau bagaimana ? 

Jawab:  tentu saja akan kami berikan pelayanan yang maksimal dan kami 

sangat senang jika ada masyarakat yang mengurus izin mendirikan 

bangunan (IMB) karena itu berarti tingkat kesadaran masyarakat akan 

pentingnya IMB semakin meningkat. Kami akan memberikan pelayanan 

sebaik mungkin agar masyarakat merasa puas sehingga nantinya 

memberikan manfaat diantaranya hubungan antara masyarakat dan 

pemberi layanan menjadi harmonis, sehingga menjadi dasar yang baik 

untuk terciptanya rekomendasi dari mulut ke mulut yang menguntungkan 

bagi pelayan publik. 



 

  

2. Apakah dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu cepat 

dan tanggap dalam memberikan bantuan kepada masyarakat jika terdapat 

hambatan dalam pengurusan izin mendirikan bangunan ? 

Jawab: tentu saja kami berusaha untuk selalu merespon semua keluhan 

dan hambatan masyarakat dalam melakukan pengurusan izin mendirikan 

bangunan. dan kami juga akan memberikan solusi terhadap semua 

hambatan yang dihadapi oleh masyarakat. Hanya saja belum bisa 

dikatakan cepat. 

3. Apakah pelayanan yang diberikan dinas penanaman modal dan pelayanan 

terpadu satu pintu mendukung kebutuhan atau dapat membantu 

permasalahan masyarakat ? 

Jawab: memberikan pelayanan kepada masyarakat merupakan kewajiban 

bagi kami maka kami akan memberikan pelayanan semaksimal mungkin 

dengan kemampuan yang kami miliki. Misalnya cara kami melakukan 

komunikasi dengan masyarakat , memberikan informasi dan tata cara yang 

terkait dengan pelayanan yang kami berikan. Jadi pelayanan yang kami 

berikan tidak hanya sebatas mampu berkomunikasi secara baik tetapi juga 

kami mampu membuat masyarakat merasa puas dengan pelayanan yang 

kami berikan secara sopan dan ramah.  

d. Adanya assurance (jaminan) dalam pelayanan izin mendirikan bangunan 

1. Apakah pegawai dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu 

sudah melaksanakan pelayanan izin mendirikan bangunan sesuai dengan 

pengetahuan yang dimilikinya ? 



 

  

Jawab:  pegawai disini bekerja sesuai dengan kemampuan dan 

pengetahuan yang dimiliki. Semua prosedur dan persyaratan pasti akan 

mereka jelaskan sesuai dengan apa yang telah menjadi SOP mereka. 

2. Bagaimana upaya dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu 

pintu untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan pegawai dalam 

rangka meningkatkan pelayanan izin mendirikan bangunan ? 

Jawab: upaya dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu 

(DPMPTSP) untuk meningkatkan kemampuan pegawai adalah dengan 

diakan pendidikan dan pelatihan (DIKLAT)  dengan diadakannya diklat 

ini harapannya adalah kemampuan pegawai dalam memberikan 

pelayananan akan semakin baik sehingga tercapai kepuasan masyarakat 

yang merupakan hal yang paling penting bagi pelayan publik 

3. Berapa kali pelatihan dan pendidikan bagi pegawai untuk meningkatkan 

pengetahuan nya dalam memberikan pelayanan izin mendirikan bangunan 

? 

Jawab: biasanya diklat dilakukan satu tahun sekali 

 

 

 

 

 



 

  

DRAFT WAWANCARA 

Efektivitas Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan Dalam Rangka 

Mewujudkan Penertiban Pembangunan Di Kota Medan 

Nama    : Suciyati, SE  

Jenis Kelamin   : Perempuan  

Umur    : 28 Tahun  

Pekerjaan  : Pengusaha 

a. Adanya transparasi dalam pelayanan izin mendirikan bangunan 

1. Menurut bapak/ ibu apakah dinas penanaman modal dan pelayanan 

terpadu satu pintu sudah memberikan pelayanan yang bersifat transparansi 

kepada masyarakat ? 

Jawab: sudah, menurut saya pengurusan Izin Mendirikan Bangunan 

(IMB) mudah dan tidak terlalu merepotkan, biasa-biasa saja kemudian 

juga biaya disebutkan secara rinci dan tidak ada yang ditutup-tutupi 

2. Menurut bapak/ ibu, apakah dinas penanaman modal dan pelayanan 

terpadu satu pintu dalam memberikan pelayanan yang bersifat 

transparansi, sudah memberikan prosedur dan persyaratan izin mendirikan 

bangunan yang mudah dipahami ? 

Jawab: menurut saya prosedur dan persyaratannya mudah untuk dipahami 

kemudian di formulir juga sudah disebutkan persyaratannya jadi tidak 

terlalu repot, biasa-biasa saja. Dan formulir pendaftaran juga bisa di 

download di website DPMPTSP Kota Medan 



 

  

3. Menurut bapak/ ibu, apakah yang menjadi kendala atau permasalahan 

dalam transparansi pelayanan izin mendirikan bangunan ? 

Jawab: Alhamdulillah lancar-lancar saja tidak ada kendala. 

b. Adanya partisipasi dalam pelayanan izin mendirikan bangunan  

1. Menurut bapak/ibu bentuk partisipasi seperti apa yang diberikan 

masyarakat dalam penyelenggaraan izin mendirikan bangunan ? 

Jawab: dengan mengurus surat izin mendirikan bangunan itu menurut 

saya merupakan bentuk partisipasi kita sebagai warga Negara Indonesia 

yang peduli akan peraturan bahwa setiap bangunan yang kita dirikan 

memerlukan izin 

2. Menurut bapak/ ibu seberapa besar pengaruh partisipasi masyarakat 

terhadap pengurusan penerbitan izin mendirikan bangunan ?  

Jawab: menurut saya partisipasi masyarakat dalam pengurusan izin 

mendirikan bangunan ini sangat diperlukan tujuannya agar bangunannya 

itu tidak bisa dirobohkan oleh pemerintah karena memiliki kepastian 

hukum. Dan semakin masyarakat yang mengurus izin mendirikan 

bangunan (IMB) maka tidak ada lagi bangunan di kota medan ini yang 

menyalahi aturan yang berlaku. 

3. Menurut bapak/ ibu apakah dengan adanya partisipasi masyarakat dalam 

pengurusan izin mendirikan bangunan dapat mendorong kegiatan 

pembangunan ? 

Jawab: tentu saja akan mendorong kegiatan pembangunan, karena kan 

kami bayar pajak nah dari pajak inila maka akan diadakan pembangunan 



 

  

c.  Adanya responsiveness (respon/ketanggapan) dalam pelayanan izin 

mendirikan bangunan 

1. Menurut bapak/ ibu bagaimana respon dinas penanaman modal dan 

pelayanan terpadu satu jika ada masyarakat yang ingin mengurus izin 

mendirikan bangunan, apakah langsung diberikan pelayanan atau 

bagaimana ? 

Jawab: pasti diberikan pelayanan namun yaa kami harus antri dulu tidak 

bisa langsung diberikan pelayanan. 

2. Menurut bapak/ ibu apakah dinas penanaman modal dan pelayanan 

terpadu satu pintu cepat dan tanggap dalam memberikan bantuan kepada 

masyarakat jika terdapat hambatan dalam pengurusan izin mendirikan 

bangunan ? 

Jawab: menurut saya mereka (dinas penanaman modal dan pelayanan 

terpadu satu pintu) memberikan bantuan yang cukup baik. Mereka 

membantu saya dalam hal persyaratan teknis yang tidak sesuai mereka 

memberitahu dimana kesalahannya sehingga saya memperbaikinya. 

Mereka tidak asal menyalahkan saja, mereka juga memberikan solusi 

3. Menurut bapak/ ibu apakah pelayanan yang diberikan dinas penanaman 

modal dan pelayanan terpadu satu pintu mendukung kebutuhan atau dapat 

membantu permasalahan masyarakat ? 

Jawab: menurut saya mereka (dinas penanaman modal dan pelayanan 

terpadu satu pintu) sangat membantu setiap permasalahan dan keluhan 

apapun. 



 

  

d. Adanya assurance (jaminan) dalam pelayanan izin mendirikan bangunan 

1. Menurut bapak/ ibu apakah pegawai dinas penanaman modal dan 

pelayanan terpadu satu pintu sudah melaksanakan pelayanan izin 

mendirikan bangunan sesuai dengan pengetahuan yang dimilikinya ? 

Jawab: Menurut saya sudah sesuai mereka memberikan pelayanan yang 

baik kepada masyarakat. Menjelaskan dengan rinci terkait persyaratan dan 

jika ada berkas yang tidak sesuai 

2. Menurut bapak/ ibu bagaimana kemampuan atau pengetahuan pegawai 

dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu dalam 

memberikan pelayanan izin mendirikan bangunan ? 

Jawab: kemampuannya cukup baik, seperti perhitungan konstruksi yang 

saya berikan ternyata salah sehingga izin tidak dapat dikeluarkan dan 

mereka memberitahu dimana kesalahannya sehingga saya 

memperbaikinya. 

3. Menurut bapak/ ibu bagaimana pengetahuan masyarakat tentang izin 

mendirikan bangunan ? 

Jawab: kalau saya pribadi saya sangat paham betul bahwa bangunan 

apapun yang berdiri di kota medan memerlukan izin mendirikan bangunan 

karena hal ini bertujuan agar setiap bangunan memiliki kepastian hukum 

dan tidak ada lagi bangunan yang menyalahi aturan di Kota Medan. 

 

 

 



 

  

DRAFT WAWANCARA 

Efektivitas Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan Dalam Rangka 

Mewujudkan Penertiban Pembangunan Di Kota Medan 

Nama    : Namisah  

Jenis Kelamin   : Perempuan  

Umur    : 49 Tahun  

Pekerjaan   : Ibu Rumah Tangga 

a. Adanya transparasi dalam pelayanan izin mendirikan bangunan 

1. Menurut bapak/ ibu apakah dinas penanaman modal dan pelayanan 

terpadu satu pintu sudah memberikan pelayanan yang bersifat transparansi 

kepada masyarakat ? 

Jawab: menurut saya sudah transparan dan tidak ada yang ditutup-tutupi 

2. Menurut bapak/ ibu, apakah dinas penanaman modal dan pelayanan 

terpadu satu pintu dalam memberikan pelayanan yang bersifat 

transparansi, sudah memberikan prosedur dan persyaratan izin mendirikan 

bangunan yang mudah dipahami ? 

Jawab: menurut saya prosedur dan persyaratannya mudah dipahami dan 

semuanya juga sudah disebutkan secara jelas didalam formulir pendaftaran 

3. Menurut bapak/ ibu, apakah yang menjadi kendala atau permasalahan 

dalam transparansi pelayanan izin mendirikan bangunan ? 

Jawab: dari pengalaman pribadi yang saya alami yang menjadi faktor 

kendala adalah pengurusannya ini memakan waktu yang lama karena 



 

  

harus mendatangi dua dinas belum lagi persetujuan dari kelurahan 

kemudian juga banyak sekali berkas-berkas yang harus dilengkapi untuk 

penerbitan surat izin mendirikan bangunan.  

b. Adanya partisipasi dalam pelayanan izin mendirikan bangunan  

1. Menurut bapak/ibu bentuk partisipasi seperti apa yang diberikan 

masyarakat dalam penyelenggaraan izin mendirikan bangunan ? 

Jawab: mengurus surat izin mendirikan bangunan merupakan salah satu 

bentuk partisipasi kita dan saya juga memberitahu kepada tetangga saya 

bahwa setiap bangunan yang berdiri harus memiliki surat izin. 

2. Menurut bapak/ ibu seberapa besar pengaruh partisipasi masyarakat 

terhadap pengurusan penerbitan izin mendirikan bangunan ?  

Jawab: menurut saya partisipasi masyarakat terhadap pengurusan izin 

mendirikan bangunan sangat besar pengaruhnya agar setiap bangunan 

yang berdiri memiliki kepastian hukum 

3. Menurut bapak/ ibu apakah dengan adanya partisipasi masyarakat dalam 

pengurusan izin mendirikan bangunan dapat mendorong kegiatan 

pembangunan ? 

Jawab: tentu saja akan mendorong kegiatan pembangunan, karena kan 

kami bayar pajak nah dari pajak inila maka akan diadakan pembangunan 

c.  Adanya responsiveness (respon/ketanggapan) dalam pelayanan izin 

mendirikan bangunan 

1. Menurut bapak/ ibu bagaimana respon dinas penanaman modal dan 

pelayanan terpadu satu jika ada masyarakat yang ingin mengurus izin 



 

  

mendirikan bangunan, apakah langsung diberikan pelayanan atau 

bagaimana ? 

Jawab: responnya sangat baik, kami dating kemudian antri baru langsung 

diberikan pelayanan oleh tim teknis 

2. Menurut bapak/ ibu apakah dinas penanaman modal dan pelayanan 

terpadu satu pintu cepat dan tanggap dalam memberikan bantuan kepada 

masyarakat jika terdapat hambatan dalam pengurusan izin mendirikan 

bangunan ? 

Jawab: terkait cepat tanggap menurut saya mereka sudah cukup baik 

dalam menanggapi setiap keluhan yang dihadapi oleh masyarakat. 

3. Menurut bapak/ ibu apakah pelayanan yang diberikan dinas penanaman 

modal dan pelayanan terpadu satu pintu mendukung kebutuhan atau dapat 

membantu permasalahan masyarakat ? 

Jawab: menurut saya mereka (dinas penanaman modal dan pelayanan 

terpadu satu pintu) sangat membantu setiap permasalahan dan keluhan 

apapun yang dihadapi oleh masyarakat 

d. Adanya assurance (jaminan) dalam pelayanan izin mendirikan bangunan 

1. Menurut bapak/ ibu apakah pegawai dinas penanaman modal dan 

pelayanan terpadu satu pintu sudah melaksanakan pelayanan izin 

mendirikan bangunan sesuai dengan pengetahuan yang dimilikinya ? 

Jawab: Menurut saya sudah sesuai mereka memberikan pelayanan yang 

baik kepada masyarakat. Menjelaskan dengan rinci terkait persyaratan dan 

jika ada berkas yang tidak sesuai 



 

  

2. Menurut bapak/ ibu bagaimana kemampuan atau pengetahuan pegawai 

dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu dalam 

memberikan pelayanan izin mendirikan bangunan ? 

Jawab: kemampuannya cukup baik, mereka sudah bekerja sesuai dengan 

kapasitas kemampuan dan pengetahuan yang mereka miliki. 

3. Menurut bapak/ ibu bagaimana pengetahuan masyarakat tentang izin 

mendirikan bangunan ? 

Jawab: menurut saya pengetahuan masyarakat kota medan akan 

pentingnya mengurus izin mendirikan bangunan ini masih sangat kurang. 

Karena saya pribadi pun baru tau dari anak saya kalau setiap bangunan 

yang berdiri di kota medan harus ada izin nya. Saya kira hanya ruko-ruko 

besar atau gedung saja yang harus memiliki surat izin ternyata untuk 

sebidang rumah pun harus ada surat izin nya. 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

DRAFT WAWANCARA 

Efektivitas Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan Dalam Rangka 

Mewujudkan Penertiban Pembangunan Di Kota Medan 

Nama    : Wagimin  

Jenis Kelamin   : Laki-Laki  

Umur    : 51 Tahun  

Pekerjaan   : Pengusaha 

a. Adanya transparasi dalam pelayanan izin mendirikan bangunan 

1. Menurut bapak/ ibu apakah dinas penanaman modal dan pelayanan 

terpadu satu pintu sudah memberikan pelayanan yang bersifat transparansi 

kepada masyarakat ? 

Jawab: menurut saya pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) 

mudah tetapi merepotkan karena banyak sekali berkas yang harus di 

lengkapi namun untuk masalah biaya disebutkan secara rinci dan tidak ada 

yang ditutup-tutupi 

2. Menurut bapak/ ibu, apakah dinas penanaman modal dan pelayanan 

terpadu satu pintu dalam memberikan pelayanan yang bersifat 

transparansi, sudah memberikan prosedur dan persyaratan izin mendirikan 

bangunan yang mudah dipahami ? 

Jawab: menurut saya prosedur dan persyaratannya mudah untuk dipahami 

tetapi seperti yang saya bilang tadi repot karena banyak sekali berkas yang 

harus saya lengkapi untuk pengurusan penerbitan. 



 

  

3. Menurut bapak/ ibu, apakah yang menjadi kendala atau permasalahan 

dalam transparansi pelayanan izin mendirikan bangunan ? 

Jawab: kendala yang saya hadapi itu ialah untuk melengkapi persyaratan 

banyak sekali persyaratan saya yang salah yang menyebabkan saya harus 

mondar-mandir kemudian inikan dua dinas jadi menurut saya itu hal yang 

repot belum lagi persetujuan kelurahan, memakan banyak waktu. misalnya 

rencana bangunan dan perhitungan kontruksi. Terpaksa saya harus datang 

lagi untuk melengkapinya. Namun untuk keseluruhannya sudah baguslah 

b. Adanya partisipasi dalam pelayanan izin mendirikan bangunan  

1. Menurut bapak/ibu bentuk partisipasi seperti apa yang diberikan 

masyarakat dalam penyelenggaraan izin mendirikan bangunan ? 

Jawab: bentuk partisipasi yang bisa dilakukan masyarakat yaa ini dengan 

mau mengurus surat izin mendirikan bangunan itu berarti masyarakat 

sudah peduli. 

2. Menurut bapak/ ibu seberapa besar pengaruh partisipasi masyarakat 

terhadap pengurusan penerbitan izin mendirikan bangunan ?  

Jawab: sangat besar sekali pengaruhnya, namun masih banyak masyarakat 

yang belum memperdulikan pentingnya izin mendirikan bangunan 

3. Menurut bapak/ ibu apakah dengan adanya partisipasi masyarakat dalam 

pengurusan izin mendirikan bangunan dapat mendorong kegiatan 

pembangunan ? 

Jawab: tentu saja akan mendorong kegiatan pembangunan, karena kan 

kami bayar pajak nah dari pajak inila maka akan diadakan pembangunan. 



 

  

c. Adanya responsiveness (respon/ketanggapan) dalam pelayanan izin 

mendirikan bangunan 

1. Menurut bapak/ ibu bagaimana respon dinas penanaman modal dan 

pelayanan terpadu satu jika ada masyarakat yang ingin mengurus izin 

mendirikan bangunan, apakah langsung diberikan pelayanan atau 

bagaimana ? 

Jawab: responnya sangat baik, mereka sangat bagus dalam memberikan 

pelayanan dijelaskan dengan rinci oleh mereka mulai dari alur prosedur 

dan persyaratannya. 

2. Menurut bapak/ ibu apakah dinas penanaman modal dan pelayanan 

terpadu satu pintu cepat dan tanggap dalam memberikan bantuan kepada 

masyarakat jika terdapat hambatan dalam pengurusan izin mendirikan 

bangunan ? 

Jawab: menurut saya mereka (dinas penanaman modal dan pelayanan 

terpadu satu pintu) memberikan bantuan yang cukup baik. Namun belum 

cepat karena harus mengantri dan tim teknisnya juga hanya satu yang 

melayani jadi harus mengantri 

3. Menurut bapak/ ibu apakah pelayanan yang diberikan dinas penanaman 

modal dan pelayanan terpadu satu pintu mendukung kebutuhan atau dapat 

membantu permasalahan masyarakat ? 

Jawab: menurut saya mereka (dinas penanaman modal dan pelayanan 

terpadu satu pintu) sangat membantu setiap permasalahan dan keluhan 

apapun. 



 

  

d. Adanya assurance (jaminan) dalam pelayanan izin mendirikan bangunan 

1. Menurut bapak/ ibu apakah pegawai dinas penanaman modal dan 

pelayanan terpadu satu pintu sudah melaksanakan pelayanan izin 

mendirikan bangunan sesuai dengan pengetahuan yang dimilikinya ? 

Jawab: Menurut saya sudah sesuai mereka memberikan pelayanan yang 

baik kepada masyarakat. Menjelaskan dengan rinci terkait persyaratan dan 

jika ada berkas yang tidak sesuai 

2. Menurut bapak/ ibu bagaimana kemampuan atau pengetahuan pegawai 

dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu dalam 

memberikan pelayanan izin mendirikan bangunan ? 

Jawab: kemampuannya cukup baik, seperti saya yang berkasnya kurang 

da nada yang salah mereka dengan sabar menjelaskan kepada saya, jadi 

mereka itu tidak hanya menyalahkan saja tetapi juga menjelaskan dimana 

letak kesalahan saya kemudian juga memberikan solusi kepada saya 

3. Menurut bapak/ ibu bagaimana pengetahuan masyarakat tentang izin 

mendirikan bangunan ? 

Jawab: menurut saya masih banyak masyarakat yang belum memahami 

tentang izin mendirikan bangunan seperti untuk apa itu mengurus izin 

mendirikan bangunan dan bangunan seperti apa yang memerlukan izin. 

Saya juga baru mengurus izin mendirikan bangunan karena saya ingin 

meminjam dana di bank kalau tidak juga saya tidak akan mengurusnya 

karena tidak tau kegunaan dari izin mendirikan bangunan itu apa. 
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